‘ ~E~-~n. .
BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR M. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Kolonodale;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



0.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran
Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang.
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Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Wilayah
Perencanaan.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang perlu disusun
RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
Kabupaten.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya di Wilayah Perencanaan.

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di Wilayah
Perencanaan.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian
dari yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
Blok adalah area yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik
yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, saluran drainase, saluran
irigasi, dan/atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana
kota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
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Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk
mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten

dalam wilayah kerja kecamatan.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

™o a0 TP

(1)

(2)

(3)

(4)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

Delineasi Kawasan Perkotaan Kolonodale ditetapkan sebagai WP I
berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas
1.060,03 (seribu enam puluh koma nol tiga) hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomori;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Koromatantu dan
Kecamatan Petasia Timur;

c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganda-Ganda, Kelurahan
Bahoue, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Kolonodale, Desa
Korololaki, Desa Korololama, dan Desa Koromatantu; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Korololaki, Desa
Korololama, Kecamatan Petasia Timur, dan Perairan Teluk Tomori.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian

Kelurahan Kolonodale, sebagian Kelurahan Bahontula, sebagian

Kelurahan Bahoue, sebagian Desa Ganda-Ganda, sebagian Desa

Korololaki, sebagian Desa Korololama, dan sebagian Desa Koromatantu

di Kecamatan Petasia.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibagi menjadi 3

(tiga) SWP terdiri atas:

a. SWP LA mencakup sebagian Kelurahan Kolonodale, sebagian
Kelurahan Bahontula, sebagian Kelurahan Bahoue, dan sebagian
Desa Korololaki terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP [.B mencakup sebagian Kelurahan Kolonodale, sebagian Desa
Korololama, sebagian Desa Korololaki, dan sebagian Desa
Koromatantu terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
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c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Bahoue dan sebagian Desa
Ganda-Ganda terdiri atas Blok [.C.1 dan Blok I.C2.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kolonodale sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi sebagai pusat pelayanan
pemerintahan, perekonomian, pelayanan umum, pariwisata dan

transportasi berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
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b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan; dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok [LA.1.

Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. Sub Pusat Pelayanan terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.2; dan

b. Sub Pusat Pelayanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b, meliputi:

jalan umum;

jalan khusus;

terminal penumpang;

jembatan;

halte;

pelabuhan penyeberangan;

pelabuhan pengumpul;

A N

terminal khusus; dan
i. pelabuhan perikanan.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Jalan Umum
Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer;
c. jalan lokal sekunder;
d. jalan lingkungan primer; dan
e. jalan lingkungan sekunder.
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat terdiri atas:
1. Kolonodale-Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;
2. Kolonodale-Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP [.A; dan
3. Kolonodale-Tompira/ Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.
b. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab pemerintah
provinsi terdiri atas:
1. Kolonolodale-Tambayoli/Towi — Kolonodale/Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
2. Kolonolodale - Tambayoli/Towi - Kolonodale/Jl. Jend.
Sudirman melintas di SWP L A.
c. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:
1. Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
2. Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP LA dan SWP 1.B;
dan
3. Korololama - Tiu melintas di SWP 1.B.
Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdirii
atas:
1. Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas
di SWP I.A; dan
2. Jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.LA dan SWP 1.B.
Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melintas di SWP LA dan SWP 1.C.
Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melintas seluruh SWP.
Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e melintas di seluruh SWP.
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Paragraf 3
Jalan Khusus
Pasal 9

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b

meliputi:

PR ome a0 T

—

JL.
JL.
JL.
JL.
JL.
JL.
JL.
JL.
JL.
i JL
k. JL

Holling MPR (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A dan SWP I1.C;
Khusus Kantor Bupati melintas di SWP L A;

Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan melintas di SWP LA;
Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP LA;
Khusus Pelabuhan Penyeberangan melintas di SWP 1.C;
Khusus Pendidikan melintas di SWP [.A;

Khusus Perkantoran melintas di SWP I.A dan SWP 1.C;
Khusus Perumahan melintas di SWP 1.B;

Khusus Rumah Sakit melintas di SWP L.A;

Khusus SPBU melintas di SWP [.A; dan

Khusus Tambang melintas di seluruh SWP.

Paragraf 4
Terminal Penumpang
Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c

berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Kolonodale terdapat di
SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5
Jembatan
Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi terdiri

atas:

OO Nk b=

Bahoue I terdapat di SWP 1.A pada Blok [.A.1;

Bahoue II terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.1;

Bahoue III terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.2;
Bahoue IV terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.2;

Ganda Ganda I terdapat di SWP 1[.C pada Blok I.C.2;
Ganda Ganda II terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
Ganda Ganda II A terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
Ganda Ganda III terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
Ganda Ganda IV terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;

10. Ganda Ganda V terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
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11. Ganda Ganda VA terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
b. Jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara terdiri atas:
Bahoue terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;
Jembatan Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3;
Korololama 1 terdapat di SWP [.B pada Blok I.B.1;
Korololama 2 terdapat di SWP [.B pada Blok 1.B.1;
Kuda Laut 1 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
Kuda Laut 2 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
Lingkar Pantai Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok .A.1;
Lingkar Pantai Kolonodale 2 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;
Mawar terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1;
. Tarundungi 1 terdapat di SWP 1.A pada Blok .A.1;
. Tarundungi 2 terdapat di SWP 1.A pada Blok .A.1;
. Tarundungi 3 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
. Tarundungi 4 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
. Tarundungi 5 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
. Tomor Indah 1 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;
. Tomor Indah 2 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;
. Ulandari 2 terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1;
. Wulanderi terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.2;
.Jembatan di SWP [.A pada Blok [.A.1, dan Blok [.A.3; dan
.Jembatan di SWP [.B pada Blok [.B.1 dan Blok I.B.2.

O e N A L=

—_
— O

N m R R R R R = =
O OV 00 N O U & W N

Paragraf 6
Halte
Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok [.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 7
Pelabuhan Penyeberangan
Pasal 13

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf f berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan
Penyeberangan Kolonodale terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
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Paragraf 8
Pelabuhan Pengumpul
Pasal 14

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
g berupa Pelabuhan Kolonodale terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1.

Paragraf 9
Terminal Khusus
Pasal 15

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h
berupa terminal khusus Fuel yaitu Terminal Khusus Fuel Kolonodale
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1.

Paragraf 10
Pelabuhan Perikanan
Pasal 16

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i
berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan
Kolonodale terdapat di SWP 1.A pada Blok .A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

a. rencana jaringan energi;

b. rencana jaringan telekomunikasi;

C. rencana jaringan air minum;

d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan,;

=0

rencana jaringan drainase; dan

g. rencana jaringan prasarana lainnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

-12-

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi
Pasal 18

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
a, meliputi:
a. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.
Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa sarana penyimpanan bahan bakar terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.1.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh
SWP; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. gardu hubung terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3;
b. gardu distribusi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.1, Blok [.A.2, dan Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP;

b. telepon fixed line melintas di seluruh SWP;

c. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1;

dan
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d. rumah kabel terdapat di:

1. SWP [.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 20

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf ¢ meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. unit produksi meliputi:

1. bangunan penampung air terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b) SWP I.C pada Blok [.C.2.

2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di

seluruh SWP.
C. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

2. SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa sumur pompa terdapat di SWP [.B pada Blok [.B.2.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.LE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Paragraf 5
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 21

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf d meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. subsistem pengumpulan; dan

b. subsistem pengolahan terpusat.

Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. pipa retikulasi melintas di SWP 1.C; dan

b. pipa induk melintas di SWP I.C.

Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.LA.1 dan Blok 1.A.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tedapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 22

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf e meliputi:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R); dan

b. tempat penampungan sementara (TPS).
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Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.
Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 23

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf f meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.

jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melintas di seluruh SWP.

jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b melintas di seluruh SWP.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melintas di seluruh SWP.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 24

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf g meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;
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tempat evakuasi;
jalur sepeda;

jaringan pejalan kaki;
pengaman pantai; dan

tanggul penahan longsor.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a.
b.

= S N

e
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bb.

CC.

dd.
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Dalam Kota Kolonodale 1 melintas di SWP L.A;

J1l. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP [LA;

Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

J1. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

J1l. Bhayangkara (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

J1. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Jalur 2 Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L A;

JI. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP [.A;

Jl. Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP L.A;

. J1. Khusus Rumah Sakit melintas di SWP [.A;

Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP LA;

Jl. Mangga 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Matandau & Jl. Nurul Bahari (DK. Kolonodale) melintas di SWP
ILA;

J1. Papoji (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Pasar Baru (DK. Kolonodale) melintas di SWP LL.A;

Jl. Pattimura (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Tarundungi (DK. Kolonodale) melintas di SWP L A;

Jl. Tinumbu (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Tompira — Korololama melintas di SWP 1.B;

. J1. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP
LLA;

J1. Yos Sudarso melintas di SWP [.A;

Kolonodale-Tambayoli /Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP L A;
Kolonodale — Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP LA dan
SWP 1.C;

Kolonodale - Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP L.A;

Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP L A;
Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP 1.B;
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ff. Korololama - Tiu Kolonodale melintas di SWP 1.B;

gg. Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP LA;

hh.Lr. Kamboja (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

ii. Lr. Momoiko (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

jj- Jalur evakuasi bencana lainnya melintas di seluruh SWP.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. titik kumpul,

b. tempat evakuasi sementara; dan

c. tempat evakuasi akhir.

Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. lapangan sepak bola Kolonodale di SWP I[.A pada Blok [.A.1;

b. halaman Masjid Muallaf Al-Istiqgamah di SWP I.A pada Blok [.A.1;

c. halaman Polsek Petasia di SWP [.A pada Blok I.A.1;

d. halaman Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara di SWP [.A pada

Blok [.A.2;

halaman RSUD Kolonodale di SWP I.A pada Blok [.A.2;

f. halaman Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara di SWP [.A pada

Blok [.A.2;

g. halaman SMPN 2 Petasia di SWP I.A pada Blok [.A.2;
halaman Masjid Thoriqul Jannah di SWP I.A pada Blok [.A.2;
halaman Masjid Al Mujahirin di SWP [.A pada Blok [.A.3;
halaman Hotel Puncak Bougenville di SWP [.A pada Blok 1.A.3;
halaman Masjid Agung Nurul Tagwa di SWP [.A pada Blok 1.A.3;
halaman Terminal Kolonodale di SWP I.B pada Blok [.B.1;

. halaman SDN Korololama di SWP I.B pada Blok I.B.1;
halaman Toko Obat Vivian Farma di SWP 1.B pada Blok I.B.1;
halaman Gereja Kristen Jemaat Bukit Zaitun di SWP 1.B pada Blok
[.B.2;
halaman Masjid Nurul Iman Korololaki di SWP I.B pada Blok I.B.2;
halaman Kantor DPC Demokrat di SWP 1[.B pada Blok I.B.2;
halaman Gedung Serba Guna di SWP 1.C pada Blok I.C.1;
halaman Masjid Nurul Huda di SWP I.C pada Blok I.C.1;
halaman SDN Inpres Ganda-Ganda di SWP 1.C pada Blok I.C.1;
halaman Masjid Nurul Takwa di SWP 1.C pada Blok I.C.1;
halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di SWP I.C pada
Blok I.C.2;
halaman Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di SWP 1.C
pada Blok I.C.2;

xX. halaman Dinas Lingkungan Hidup di SWP I.C pada Blok [.C.2; dan

y. halaman Pasar Minggu Kolonodale di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan

z. halaman TK. GKST Imanuel Korololama di SWP [.A pada Blok I.B.1.
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Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi:

a.
b.
c.
d.

Kantor Camat Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2;
Plasa Telkom Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1;
Puskesmas Kolonodale di SWP [.B pada Blok I.B.1; dan
SMA Negeri 1 Petasia di SWP [.A pada Blok I.A.1.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

meliputi:

a.
b.

Pesantren Riadusholihin di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
SMA Negeri 2 Petasia di SWP 1.B pada Blok [.B.1.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a.

5o oo o

=

m.

n.

Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP [LA;

Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L A;

Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;

Jl. Lingkar Pantai (DK.Kolonodale) melintas di SWP L. A;

J1. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP 1. A;

Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP
ILA;

J1. Yos Sudarso melintas di SWP IL.A;

Kolonolodale — Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman
melintas di SWP L.A;

Kolonolodale — Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP 1.C;

Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP [.A; dan
Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP L. A.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

terdapat di:

a.

5ot oo o
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Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP I.A;

Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP LA;

Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP LA;

J1l. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP L.A;

J1l. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP L. A;

Jl. Lingkar Pantai (DK.Kolonodale) melintas di SWP L A;
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k. Jl. Matandau & Jl. Nurul Bahari (DK. Kolonodale) melintas di SWP
LA;
Jl. Pattimura (DK. Kolonodale) melintas di SWP LA;
. J1. Randitole (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
J1. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP L.A;
J1. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP
LA;
J1. Yos Sudarso melintas di SWP [.A;
Kolonolodale — Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman
melintas di SWP [LA;
r. Kolonolodale - Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP 1.C;
Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP L.A;
Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP L.A;
Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; dan
Jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP L A.

—_
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Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
melintas di SWP LA dan SWP I.C.

Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
melintas di seluruh SWP.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 25

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV
Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a

meliputi:

a.

o a0 T

(1)

(2)

(1)

(2)

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
Zona cagar budaya dengan kode CB;

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 19,63 (sembilan belas koma enam
tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,79 (dua puluh koma tujuh
sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 28

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 71,97 (tujuh puluh satu koma
sembilan tujuh) hektare, meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan

e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 67,25 (enam puluh tujuh koma dua lima)
hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.3; dan
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b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare terdapat
di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2.

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 0,22 (nol koma dua dua)
hektare terdapat di SWP 1.C pada Blok [.C.2.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,66 (nol koma enam
lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dengan luas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.2 dan Blok 1.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWPIL.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 29

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa
Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.

Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 30

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan)
hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan)
hektare terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1.
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Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 31

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf e dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare berupa
Sub-Zona badan air dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b

meliputi:

PR pe T

e

(1)

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;

Zona Perikanan dengan kode IK;

Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan

Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat
Pasal 33

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 367,96 (tiga ratus enam puluh
tujuh koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona perkebunan
rakyat dengan kode KR.
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Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 367,96 (tiga ratus enam puluh tujuh koma
sembilan enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 34

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf b dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berupa
Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.

Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan)
hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 35

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf c dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare berupa
Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan
Pasal 36

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf d dengan luas 369,78 (tiga ratus enam puluh sembilan koma
tujuh delapan) hektare, meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 48,72
(empat puluh delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
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b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 73,26 (tujuh
puluh tiga koma nol dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 248,04 (dua
ratus empat puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 37

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 28,06 (dua puluh
delapan koma nol enam) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,67 (delapan belas koma
enam tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok [.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,78 (empat koma tujuh
delapan) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.LA.1, Blok [.A.2 dan Blok [.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 4,61 (empat koma enam
satu) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2 dan Blok I[.A.3;

b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-25-

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 38

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 huruf f dengan luas 59,05 (lima puluh sembilan koma nol lima)

hektare, meliputi:

a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-
2.

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,22 (tujuh belas

koma dua dua) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP L.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP IL.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 41,18

(empat puluh satu koma satu delapan) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWPIL.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 39

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 54,73 (lima puluh empat koma
tujuh tiga) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 50,70
(lima puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,37
(satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.3.
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Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,66
(dua koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 40

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf h dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam)
hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 19,16 (sembilan
belas koma satu enam) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.LA.1 dan Blok [.A.2;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi
Pasal 41

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf i dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare berupa
Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok .LA.1;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 42

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 12,88 (dua belas koma
delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan
dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,88 (dua belas koma delapan
delapan) hektare meliputi:

a. Polsek Petasia terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1;
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b. Koramil 1311-03 Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.3;
c. Lahan kosong milik TNI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
d. Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 43

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf k dengan luas 40,44 (empat puluh koma empat empat)
hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 40,44 (empat puluh koma empat empat) hektare
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.3;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur
Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan

b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 45

Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Kolonodale
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.
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Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 46

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:

program perwujudan;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

© a0 TP

waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP

dan/atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

dari:

a. kementerian/lembaga;

b. organisasi perangkat daerah (OPD);

Cc. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e meliputi:

tahap I pada periode tahun 2024;

tahap Il pada periode tahun 2025-2029;

tahap III pada periode tahun 2030-2034;

tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan

tahap V pada periode tahun 2040-2043.

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada

> a0 o p

ayat (1) tecantum dalam program pemanfaatan ruang prioritas,
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 47

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a.
b.

aturan dasar; dan/atau
Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 48

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

™o a0 o op

(1)

(2)

(3)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan
/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada
suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan
ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara
terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk
kegiatan tertentu yang diusulkan, yakni dalam bentuk waktu
operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan

b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang,
dalam bentuk pengurangan KDB sebesar 10% dari ketentuan di
aturan dasar.

c. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam bentuk pembatasan
luas maksimum suatu kegiatan 15% dari luas zona/ sub-zona
dalam satu blok, jika sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan.

d. klasifikasi T4 berupa Pembatasan skala kegiatan industri yang
diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu
dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan
persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan
khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang

besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
prasarana/infrastruktur berupa lapangan parkir.

b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
sarana dan prasarana persampahan.

c. Klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
prasarana/infrastruktur pengolahan limbah.

d. Klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
ruang untuk loading, unloading, dan/atau tempat penampungan
barang di dalam kaveling/persil.

e. Klasifikasi BS Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
ruang terbuka hijau privat dan/atau publik minimal 10% (sepuluh
persen) dari luas kaveling/persil.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan
sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
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Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan

aHebe

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar
budaya dengan kode CB;

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM; dan

Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air
dengan kode BA.

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a.

J-

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona

perkebunan rakyat dengan kode KR;

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata

dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
dan

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran

dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi

dengan kode TR;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona

pertahanan dan keamanan; dan

Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

d. luas kaveling minimum; dan

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 51

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

huruf ¢ meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan

c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)
minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona
peruntukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan
dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi
secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 53

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri

atas:

a.

b
C.
d

(1)

(2)

kawasan rawan bencana,;

tempat evakuasi bencana;

kawasan sempadan; dan

kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 54

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

a.
b.

kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona
perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.LA.2, dan Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata
dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:
a) SWP [.A pada Blok I.LA.1 dan Blok [.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2;
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.LA.1, Blok [.LA.2, dan Blok 1.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
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c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.2;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP LA pada Blok [.A.2 dan Blok I.A.3; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di:
a) SWP LA pada Blok I.A.2 dan Blok [.A.3; dan
b) SWP I.B pada Blok [.B.1.
2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di:
a) SWP [.A pada Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3;
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok [.A.3;
b) SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
b) SWP I.C pada Blok [.C.2.
Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b) SWP I.C pada Blok [.C.2.
Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi
dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok [.C.2.
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP 1A
pada Blok [.A.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona

perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I.B pada Blok
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[.B.1.

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di SWP [.B pada Blok I.B.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di SWP [.B pada Blok [.B.1

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP 1.B pada Blok I.B.1;

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP 1.B pada Blok I.B.1;

Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di SWP 1.B pada Blok 1.B.1.

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.1

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona

perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP

[.B pada Blok 1.B.1;

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi

dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok [.B.1.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai

berikut:

a. membangun tanggul penahan longsor;

b. penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara;

c. pengembangan sistem peringatan dini;

d. mengembangkan vegetasi berakar kuat dan dalam untuk
memperkuat kestabilan lereng;

e. membangun jaringan drainase yang dapat mengalirkan air hujan
dan terintegrasi dengan saluran drainase perkotaan,;

f. pembangunan kembali hunian pada kawasan rawan gerakan tanah
tinggi dibatasi;

g. unit bangunan diizinkan dengan syarat konstruksi bangunan pada

kawasan ini harus tahan terhadap bencana longsor dan gempa

bumi yang dilakukan melalui upaya proteksi dan adaptasi

bangunan meliputi:

1. dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang
(RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan
posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen
untuk mengurangi kekuatan aliran;

2. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran
sedimen;

3. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah
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berlawanan dari aliran sedimen;

4. pemotongan atau pengurukan (cut or filll tanah harus lebih
rendah <5 (kurang dari lima) meter dan diperkuat dengan
dinding beton bertulang;

5. jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai; dan

6. dilengkapi dengan konstruksi bangunan tahan gempa.

kegiatan yang diizinkan secara bersyarat diantaranya pertanian

tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering

dan tanaman penguat tebing, kegiatan hunian terbatas untuk

rumah tunggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40

(empat puluh) unit rumah/hektare, serta perdagangan dan jasa,

industri dan pergudangan, pariwisata dengan batasan koefisien

dasar bangunan (KDB) lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari
aturan dasar;

kegiatan yang dilarang diantaranya pembangunan fasilitas penting

dan berisiko tinggi, seperti kantor pemadam kebakaran, industri

B3, fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan fasilitas

lain yang diperlukan saat keadaan darurat termasuk tempat

perlindungan terhadap bencana; dan

ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud

pada angka 1 hingga 4, diatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai
berikut:

a.

b.

membangun jaringan drainase yang baik untuk mengurangi risiko

likuefaksi akibat pengisian air tanah;

pengembangan sistem peringatan dini untuk mendeteksi gempa

dan memberi peringatan tentang potensi likuefaksi;

mengembangkan  vegetasi untuk mengurangi erosi dan

meningkatkan stabilitas tanah;

penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara;

pembangunan kembali hunian pada kawasan rawan gerakan tanah

tinggi dibatasi;

unit bangunan diizinkan dengan syarat konstruksi bangunan pada

kawasan ini harus tahan terhadap bencana likuefaksi dan gempa

bumi yang dilakukan melalui upaya proteksi dan adaptasi

bangunan meliputi:

1. membangun pondasi hingga ke lapisan batuan keras;

2. melakukan rekayasa/stabilisasi tanah dengan menggunakan
teknik seperti grouting, tiang pancang, atau stabilisasi dengan
bahan kimia;

3. konstruksi bangunan tahan gempa dan tahan likuefaksi untuk
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mencegah kerusakan;

4. menggunakan fondasi yang kuat dan tahan likuefaksi, seperti
tiang pancang atau pelat dasar;

5. maksimal kawasan terbangun 60% (enam puluh persen);

6. KDB 50-60% (lima puluh hingga enam puluh persen); dan

7. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan).

g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan untuk
fungsi lindung dan budidaya non-terbangun;

h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi
pembangunan baru fasilitas penting dan berisiko tinggi, antara lain
rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi,
pusat telekomunikasi dan objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.1; dan

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP 1.B pada Blok I.B.1.

b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT terdapat di SWP I[.A pada Blok [.LA.1 dan Blok I.A.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa Zona sarana pelayanan umum dengan kode

SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di

SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan
diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul
(assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke
tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:
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b. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;

c. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 — 600 m (empat ratus
hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas
masyarakat;

d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah
dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan

f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi
vertikal (TEV).

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat penampungan
penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati
untuk jangka waktu tertentu meliputi:

b. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan
untuk memudahkan evakuasi (escape road);

d. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan
standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3
m?2/orang (tiga meter persegi per orang);

e. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan
lainnya yang mencukupi;

f. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi;
dan

g. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap
(radio komunikasi, telepon, dan satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 56

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf ¢ meliputi:
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai; dan
Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona
perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
1. SWP LA pada Blok I.A.3;
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2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan
tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata
dengan kode W terdapat di SWP I.C pada Blok [.C.2.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.LA.2; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok [.C.2.
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP I.A pada Blok [.LA.2; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di:
a) SWP I.A pada Blok Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok [.C.2.
2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.LA.2 dan Blok [.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok [.C.2.
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2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3; dan

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran

dengan kode KT terdapat di:

1. SWP LA pada Blok [.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi
dengan kode TR terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP LA
pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona
perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I[.B pada Blok
[.B.1.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.LA.1; dan
b) SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
b) SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2; dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2.
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona
SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWP LA pada Blok I.A.2; dan
2. SWP L.B pada Blok [.B.2.
Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di SWP 1.B pada Blok I.B.1.
2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3; dan
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b) SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2.
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2; dan
b) SWP I.B pada Blok [.B.1.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.2.
Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1.
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP LA
pada Blok 1.A.3.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a.

kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diizinkan

dengan tidak mengubah bentang lahan;

kegiatan transportasi diizinkan dengan syarat mendukung

pengembangan sistem evakuasi;

kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, SPU, dan pariwisata

termasuk perhotelan wajib menerapkan:

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda
sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan
gelombang pasang;

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga
sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara
tsunami dan gelombang pasang;

3. penyediaan  prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/ meeting point,

4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur
buatan; dan

5. Penambahan luas KDH sebanyak 10% (sepuluh persen) dari
yang disyaratkan.

penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi sabuk hijau dan

sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana tsunami dan

gelombang pasang; dan

dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti

industri B3, penjara, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan

bahan berbahaya.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.

kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diizinkan

dengan tidak mengubah bentang lahan;
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b. kegiatan transportasi diizinkan dengan syarat mendukung
pengembangan sistem evakuasi; dan

c. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan
umum, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda
sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan
gelombang pasang;

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga
sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara
tsunami dan gelombang pasang;

3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat
evakuasi/ meeting point,

4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur
buatan; dan

5. Penambahan luas KDH sebanyak 10% (sepuluh persen) dari
yang disyaratkan.

d. membangun sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana banjir;

e. dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti
industri B3, penjara, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan
bahan berbahaya.

f. ketentuan lebar sempadan sungai dalam Kawasan Perkotaan
ditetapkan 3 (tiga) meter;

g. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada
kawasan sempadan sungai;

h. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)
diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alami;

i. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan

j- melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana

banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas
sempadan sungai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan
ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami
dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 57

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:
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a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona
perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.LA.2; dan
2. SWP I1.C pada Blok I.C.2.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di SWP [.A pada Blok .A.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP [.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.LA.2; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

C. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.A pada Blok 1.A.2.

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP I.A pada Blok [.A.1.

d. Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2.

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.2.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona
perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha
pertambangan pada zona sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
dapat dikelola dengan syarat berlokasi radius minimal 1.000
(seribu) meter;

b. pemanfaatan lahan mematuhi batas toleransi dan
mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung
fisik dan lingkungan, menghormati dan memperhatikan nilai-nilai
kearifan budaya lokal masyarakat setempat;

c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai

dengan karakteristik suatu daerah;
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d. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan
jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 58

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f

meliputi:

a.

o

(1)

(2)

(3)

(4)

ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian

implikasi kewilayahan;

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;

ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ; dan

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 59

Penilaian perwujudan RTR, terdiri atas:

a.
b.

Penilaian perwujudan rencana struktur ruang; dan

Penilaian perwujudan rencana pola ruang.

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan

Pengendalian impilkasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:

a. Zona Yang Dikendalikan; dan

b. Zona Yang Didorong.

Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan
dilakukan:

a.

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun
sebelum peninjauan kembali RTR; dan



(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

-45-

b. Lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat
perubahan dinamika pembangunan yang pesat, perubahan
kebijakan strategis nasional, atau adanya perhatian khusus.

Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR menjadi masukan dalam

revisi RTR; dan

Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan

baik di darat dan di laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran
untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Ketentuan variansi Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan kriteria:

a. kaveling berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan

b. kaveling terpotong Zona badan jalan.

Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:

a. pemanfaatan kaveling yang termasuk Zona lindung mengikuti
ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas
lahan terbesar terhadap kaveling;

b. kegiatan dan penggunaan lahan mengikuti ketentuan Sub-Zona
selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap
kaveling;

c. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling berlaku ketentuan
meliputi:

1. nilai KDB, KLB dan KTB ditentukan berdasarkan perhitungan
secara proporsional pada Sub-Zona selain Zona lindung;

2. nilai KDH sesuai dengan ketentuan Zona lindung dengan
persentase terbesar terhadap kaveling; dan

3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan
keseluruhan kaveling.

d. jarak bebas bangunan dihitung sesuai dengan batas kaveling.

e. peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:

1. RTH dapat diletakan pada bagian kaveling yang berada di Zona
lindung dan bagian Kaveling tersebut tidak dimanfaatkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang; dan

2. bila luas bagian kaveling pada Zona lindung sebagaimana
dimaksud pada huruf e angka 1, kurang dari luasan RTH, maka
selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona selain Zona lindung
pada kaveling.
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(4) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:

a. pemanfaatan kaveling berlaku ketentuan:

1. pemanfaatan keseluruhan luas kaveling pada Zona selain Zona
lindung ditambah paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari luas
kaveling yang termasuk pada Zona Lindung, mengikuti
ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung; dan

2. pemanfaatan paling sedikit 70 (tujuh puluh) persen dari luas
kaveling yang termasuk pada Zona lindung, mengikuti ketentuan
Zona lindung.

b. kegiatan dan penggunaan lahan berlaku ketentuan:

1. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1
mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
pada Sub-Zona selain Zona lindung, dengan persentase luas
lahan terbesar terhadap kaveling; dan

2. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2
mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan
pada Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar
terhadap kaveling.

c. intensitas pemanfaatan ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1 berlaku ketentuan:

1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan
perhitungan secara proporsional di Sub-Zona selain Zona
lindung;

2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase
luas lahan terbesar terhadap Kaveling pada Sub-Zona selain
Zona lindung; dan

3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan
keseluruhan Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung.

d. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 2 berlaku ketentuan:

1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan
perhitungan secara proporsional di Zona lindung;

2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase
luas lahan terbesar terhadap kaveling di Zona Lindung; dan

3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan
keseluruhan kaveling pada Zona lindung.

e. jarak bebas pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a dihitung sesuai dengan batas antara Zona budi daya dan
Zona lindung; dan

f. peletakan RTH akibat perhitungan KDH pada kaveling sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf e berlaku ketentuan meliputi:
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1. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk
dalam Zona Lindung, tetap diletakan pada Kaveling yang

termasuk dalam Zona Lindung;

2. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk

dalam zona selain Zona Lindung, dapat direposisi pada bagian
Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung sampai batasan
luasan maksimal dari Kaveling yang termasuk pada Zona
Lindung; dan

3. bila luas bagian Kaveling pada Zona Lindung sebagaimana
dimaksud pada huruf f angka 2, kurang dari luasan RTH, maka
selisih luas RTH dapat dialihkan pada zona selain Zona Lindung
pada Kaveling.

(5) Variansi Pemanfaatan Ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud

(6)

pada ayat (2) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:

a.

persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan
terhadap keseluruhan luas kaveling menjadi dasar peningkatan nilai
batasan KDB dan KLB pada kaveling tersebut;

peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan nilai batasan
KDB maksimum dan KLB maksimum yang berlaku pada Zona di
kaveling ditambah dengan perkalian antara persentase luas kaveling
yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas
kaveling;

nilai peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 5 (lima) persen;

peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a tidak mengurangi nilai KDH minimal,
menambah KTB maksimal dan/atau menambah ketinggian
bangunan maksimal;

perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan luas
keseluruhan kaveling tanpa dikurangi luas Zona badan jalan; dan
perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang tidak berdasarkan
perhitungan proporsional intensitas pemanfaatan ruang; dan
ketentuan tata bangunan pada kaveling sebagaimana dimaksud ayat
(7) mengikuti ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1).

Kaveling yang memiliki 2 (dua) kriteria variansi Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka variansi Pemanfaatan

Ruang berupa kaveling terpotong Zona badan jalan dilakukan

ketentuannya terlebih dahulu.
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Pasal 61

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 huruf ¢ merupakan ketentuan yang memberikan insentif

bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR serta yang

memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan

batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan

RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam
rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan
RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang

telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan

kepada Masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diberikan dalam bentuk:

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi,

pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana;

B0 o0 T

fasilitasi persetujuan KKPR;

e

penghargaan; dan/atau

j- publikasi atau promosi.

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
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b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. penalti.
(8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara
pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai
dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berlaku untuk
Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan
dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 63

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e mengatur
status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona
peruntukannya maka Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan
persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use”.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 64

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b
meliputi:

a. bonus zoning dengan kode b; dan

b. conditional uses dengan kode c.

Pasal 65

(1) Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;

b. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan
permukiman kumuh;

c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan, Kesehatan dan
peribadatan;

d. melakukan normalisasi sungai;
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e. membangun sarana pelengkap saluran drainase berupa lubang
biopori;
f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki
yang terintegrasi dengan angkutan umum;
g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan
umum; dan
h. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam
bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan
dasar sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan
dan/atau di luar lahan perencanaan.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan kontruksi tahan gempa
dengan mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hasil
persetujuan dari Pemerintah Daerah.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan
kode W terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3; dan
b) SWP L.B pada Blok I.B.1.
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.2 dan Blok I.A.3; dan
b) SWP L.B pada Blok I.B.1.
c. Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.LA.2, dan Blok [.A.3;
b) SWP L.B pada Blok I.B.1; dan
c) SWP L.C pada Blok I.C.2.
2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.LA.2, dan Blok [.A.3;
b) SWP [.B pada Blok I.B.1; dan
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c) SWP IL.C pada Blok I.C.1.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b) SWP L.B pada Blok I.B.1; dan
c) SWP L.C pada Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran

dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2; dan
2. SWP L.B pada Blok 1.B.1.

Pasal 66

(1) Teknik Pengaturan Zonasi conditional uses dengan kode c sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.

pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang

bersyarat atau Conditional Use Permit (CUP) setelah melalui

pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Conditional Use Permit (CUP) diberikan dengan kriteia:

1. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat
kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau
Kawasan Perkotaan secara keseluruhan;

2. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu
fungsi ruang di sekitarnya; dan

3. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan
Ruang.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi conditional uses dengan kode c sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona
perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
1. SWP LA pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
3. SWP L.C pada Blok I.C.1.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.LA.1 dan Blok I.A.3;
b) SWP L[.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c) SWP IL.C pada Blok I.C.1.
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2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.LA.1; dan
b) SWP I[.B pada Blok [.B.1 Blok [.B.2.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b) SWP L[.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c) SWP L.C pada Blok I.C.2.
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona
SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP [.A pada Blok
LA.1.
Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat
di:
a) SWP LA pada Blok [.LA.1, Blok [.A.2, dan Blok 1.A.3;
b) SWP L.B pada Blok I.B.1; dan
c) SWP L.C pada Blok I.C.2.
2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c) SWP L.C pada Blok I.C.1.
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:
a) SWP L.B pada Blok I.B.2; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT terdapat di SWP [.A pada Blok I.LA.1.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 67

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan

Penataan Ruang.
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Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang
pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja
Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan

ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale adalah 20 (dua

puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat

ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian

perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan

Kolonodale dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5

(lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan

Kembali Peraturan Bupati Morowali Utara tentang RDTR Kawasan

Perkotaan Kolonodale dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan

Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan,;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
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(6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale
dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau

KKPR berlaku ketentuan:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

BEﬁITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR ...
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NOMOR.I\. TAHUN 2025

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Program Utamp

Lokasi

Sumber

Pentlanaan

Pelaksina
Wiktu Pelaksanjan

Kementerian / Pe Kat
u::’;::::;gy“nf . Perangkaf. Daerah Daerih Pemangku TPAI | TP-1I | TPV

T Provinsi yang Kabupéten Kepentinga

: . membidangi yanjf n Lainnya 4 5 : ; :
P"“‘:"""b"‘a raembidangi ) ‘ i Kot 5,'

2 2027 | 2028 | 2029 2034 | 2039 2044

PERWU./UDAN STRUKTUR RIJANG

1

FPerwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kewasan Perkaoan

Frogram Penataan Bangunan dan Lingkungainya

Penyeleriggaraa Penataan Bangunan dan Lingkungan di PUsat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Penataan Bangunan dan Lingkungan zona SWP I.A pada Blok [.A.1 e APBN Pekerjaan
perumahan, zora sarana pelayanan umum, e API3D Uraum,
zona carapuran, zona pedagangan dar jasa, Kahupater Penataan
zona perkantoran dan zona trensportasi Morowali Pekerjaan Umum - Ruang, -
Fawasan Pusat Kota Utara Perumahen
dan Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SWP I.A pgda Blok: LLA.1 APBL: Pekerjaan
zona perumahan, zona sarana pelayanan Kabupaten Uraum,
umum, zona campurar, zona pedagargan dan Moro'vali Penataan
jasa, zor.a perkantoran dan zona transportasi Utare - - Ru.ang, -
Kawasan Pusat Kota Perumahen

dan Kawgsan
Permukiman

Program Peningkatan Frasarana, Sargna Dan Utilitajs Umum (PSU)




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas SWP LA pada Blok [.A.1 APBD Pekerjaan
Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Kabupaten Umum,
Pusat Kota Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran ¢ SWP I.A pada Blok I.A.2; dan APBD Perencanaan
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Pembangunan,
Morowali - - Penelitian dan -
Utara Pengembangan
Daerah
1.1.2 | Pangadaan sarana gedung perkantoran ® SWP I.A pada Blok I.A.2; dan APBD Perencanaan
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Pembangunan,
Morowali - - Penelitian dan -
Utara Pengembangan
Daerah
1.1.3 | Pangadaan sarana dan prasarana pendukung @ SWP I.A pada Blok I.A.2; dan APBD Perencanaan
gedung kantor atau bangunan lainnya e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Pembangunan,
Morowali B . Penelitian dan }
Utara Pengembangan
Daerah
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan zona ® SWP I.A pada Blok I.A.2; dan APBD Pekerjaan
perumahan, zona sarana pelayanan umum, e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Umum,
zona campuran, zona pedagangan dan jasa Morowali - - Penataan -
dan zona perkantoran di Sub Pusat Pelayanan Utara Ruang,
Kota/Kawasan Perkotaan Perumahan

dan Kawasan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Permukiman
2.1.2 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ® SWP I.A pada Blok I.A.2; dan APBD Pekerjaan
zona perumahan, zona sarana pelayanan e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Umum,
umum, zona campuran, zona pedagangan dan Morowali Penataan
jasa dan zona perkantoran di Sub Pusat Utara - - Ruang, -
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
&} Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ® SWP I.A pada Blok 1.A.2; dan APBD Pekerjaan
Umum untuk Menunjang Fungsi Sub Pusat e SWP I.B pada Blok I.B.1. Kabupaten Umum,
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
c Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
1.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat ¢ SWP I.B pada Blok I.B.2, APBD Pekerjaan
Pelayanan Lingkungan ® SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di e SWP I.B pada Blok I.B.2, APBD Pekerjaan
Pusat Pelayanan Lingkungan ® SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Umum,
Morowali B . Penataan .
Utara Ruang,

Perumahan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
dan Kawasan
Permukiman
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas e SWP I.B pada Blok I.B.2, APBD Pekerjaan
Umum untuk Menunjang Fungsi Pusat ® SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Umum,
Pelayanan Lingkungan Morowali Penataan

Perwujudan Jaringan Jalan Umum

Utara

Ruang,

Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Program Penyelenggaraan Jalan

1.1

Penyelenggaraan Jalan Nasional

1.1.1

Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer

@ ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
Sultan Hasanuddin melintas di
SWP LA dan SWP 1.B;

@ ruas Kolonodale-Tompira/JI.
Tadulako melintas di SWP L.A;
dan

® ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA.

APBN

Pekerjaan Umum

1.1.2

Pemeliharaan rutin Jalan Kolektor Primer

@ ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
Sultan Hasanuddin melintas di
SWP LA dan SWP 1.B;

® ruas Kolonodale-Tompira/JI.
Tadulako melintas di SWP L.A;
dan

® ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP

APBN

Pekerjaan Umum




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan va“:,s-; yan.g Kabupaten Kei)le{ntmga ‘ ‘
membidan, an, n Lainnya
Pesicntssnlal £l e 4 ! 2 s 4 ® | 2030- | 2035 | 2040-
€ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
LA.
1.1.3 | Pelebaran jalan Kolektor Primer menuju @ ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
standar Sultan Hasanuddin melintas di
SWP I.A dan SWP 1.B;
® ruas Kolonodale-Tompira/Jl.
Tadulako melintas di SWP L.A; APBN Pekerjaan Umum | - -
dan
@ ruas Kolonodale-Tompira/ Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA.
1.2 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.2.1 | Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer e ruas Kolonodale —
Tambayoli/Towi — Kolonodale/
J1. Dr. Sahardjo melintas di APBD
SWP ILA dan SWP I.C; dan Provinsi Bina Marga dan
o ruas Kolonodale — Sulawesi B Penataan Ruang B )
Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Tengah
JI. Jend. Sudirman melintas di
SWP LA.
1.2.2 | Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer | ruas Kolonodale —
Tambayoli/Towi — Kolonodale/
J1. Dr. Sahardjo melintas di APBD
SWP LA dan SWP I.C; dan Provinsi Bina Marga dan
& ruas Kolonodale — Sulawesi B Penataan Ruang B )
Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Tengah
Jl. Jend. Sudirman melintas di
SWP LA.
1.2.3 | Pelebaran jalan Kolektor Primer menuju e ruas Kolonodale —
standar Tambayoli/Towi — Kolonodale/
J1. Dr. Sahardjo melintas di APBD
SWP I.A dan SWP I1.C; dan Provinsi Bina Marga dan
o ruas Kolonodale — Sulawesi B Penataan Ruang B )
Tambayoli/Towi — Kolonodale/ Tengah

J1. Jend. Sudirman melintas di
SWP LA.




Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Sumber 1::2::'5:1'1:1; ; Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.3 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
1.3.1 | Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer o Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) .
. . Pekerjaan
melintas di SWP L.A; Umum
@ ruas Korololama - PAM APBD Penata;n
Kolonodale melintas di SWP I.LA | Kabupaten B ) Ruan. .
dan SWP 1.B; dan Morowali g
. . Perumahan
® ruas Korololama - Tiu melintas | Utara
- dan Kawasan
di SWP L.B. .
Permukiman
1.3.2 | Pemeliharaan rutin Jalan Kolektor Primer e Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) .
. - Pekerjaan
melintas di SWP L.A; Umum
e ruas Korololama - PAM APBD Penata;m
Kolonodale melintas di SWP LA | Kabupaten ~ _ Ruan: -
dan SWP 1.B; dan Morowali &
. . Perumahan
e ruas Korololama - Tiu melintas | Utara
; dan Kawasan
di SWP L.B. i
Permukiman
1.3.3 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk ® Jalan Tompira - Korololama Pekerjaan
pembangunan Jalan Lokal Primer melintas di SWP 1.B. APBD Umum,
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.3 | Pembangunan baru Jalan Lokal Primer ® Jalan Tompira - Korololama Pekerjaan
melintas di SWP 1.B. Umum,
APBD
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.4 | Pemeliharaan rutin Jalan Lokal Primer e Jalan Akses Pelabuhan Laut Pekerjaan
PP Kolonodale (Kab. Morowali Umum,
Utara)/Towi - Kolonodale/J1. QPED " Penataan
Yos Sudarso melintas di SWP abupaten - - Ruang, -
Morowali
LA; Utara Perumahan
® Jalan Yos Sudarso melintas di dan Kawasan
SWP LA; dan Permukiman




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

Perangkat
No Program Utama Lokasi TR Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku
Pendanaan | Menyelenggarakan . <
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
P membidangi yang n Lainnya
Bidang membidangi
® Jalan Tompira - Korololama
melintas di SWP I.B.
1.3.5 | Pemeliharaan berkala Jalan Lokal Primer ® Jalan Akses Pelabuhan Laut Pekeri
PP Kolonodale (Kab. Morowali Ue erjaan
Utara)/Towi - Kolonodale/J1. APBD Pmuin,
Yos Sudarso melintas di SWP Kabupaten Rena aan
1LA; Morowali - - Puang, N -
® Jalan Yos Sudarso melintas di | Utara erumahan
SWPILA: dan dan Kawasan
® Jalan Tompira - Korololama Permukiman
melintas di SWP 1.B.
1.3.6 | Pemeliharaan berkala Jalan Lokal Sekunder melintas di SWP I.A Pekerjaan
o APBN gmuzﬂ’
e APBD Kelautan dan Rena aan
Kabupaten | Perikanan ) uang, .
Morowali Perumahan
Utara dan Kawasan
Permukiman
1.3.7 | Pemeliharaan rutin Jalan Lokal Sekunder melintas di SWP LA Pekerjaan
o APBN gmum’
e APBD Kelautan dan Renataan
Kabupaten | Perikanan B uang, -
Morowali Perumahan
Utara dan Kawasan
Permukiman
1.3.8 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk melintas di SWP I.A Pekerjaan
pembangunan Jalan Lokal Sekunder o APBN Umum,
e APBD Kelautan dan Eenataan
Kabupaten | Perikanan ) uans, B
Morowali Perumahan
Utara dan Kawasan
Permukiman
1.3.9 | Pembangunan baru Jalan Lokal Sekunder melintas di SWP LA APBD Pekerjaan
Kabupaten Umum,
Morowali B . Penataan -
Utara Ruang,
Perumahan

dan Kawasan

2030- | 2035- | 2040-
2034 | 2039 2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Permukiman
1.3.1 | Pemeliharaan berkala Jalan Lingkungan melintas di seluruh SWP Pekerjaan
0 Primer APBD Umum,
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pemeliharaan rutin Jalan Lingkungan Primer melintas di seluruh SWP Pekerjaan
1 APBD Umum,
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk melintas di SWP I.A dan SWP Pekerjaan
2 pembangunan Jalan Lingkungan Primer 1.B Umum,
APBD
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pembangunan baru Jalan Lingkungan Primer | melintas di SWP [.A dan SWP Pekerjaan
3 1.B APBD Umum,
Penataan
Kabupaten
. - - Ruang, -
Morowali
Perumahan
Utara
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pemeliharaan berkala Jalan Lingkungan melintas di seluruh SWP Pekerjaan
APBD
4 Sekunder Umum,
Kabupaten
. - - Penataan -
Morowali
Ruang,
Utara
Perumahan

dan Kawasan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Permukiman
1.3.1 | Pemeliharaan rutin Jalan Lingkungan melintas di seluruh SWP Pekerjaan
5 Sekunder APBD Umum,
Kabupaten B ) gir;i[aan )
Morowali &
Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk melintas di seluruh SWP Pekerjaan
6 pembangunan Lingkungan Sekunder APBD Umum,
Kabupaten B ) Ef;:;taan )
Morowali &
Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.3.1 | Pembangunan baru Jalan Lingkungan melintas di seluruh SWP Pekerjaan
7 Sekunder APBD Umum,
Kabupaten B ) gir;icaan .
Morowali &
Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
b Perwujudan Jaringan Jalan Khusus
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pemeliharaan rutin Jalan Khusus e Jl. Holling MPR '(DK. ' o APBN Pekerjaan
Kolonodale) melintas di SWP
e APBD Umum
I.A dan SWP I.C; i
. Kabupaten |e Perhubungan Penataan
e Jl. Khusus Kantor Bupati .
. . Morowali o Kelautan dan - Ruang, Swasta
melintas di SWP L.A; N
Utara Perikanan Perumahan
@ Jl. Khusus Pangkalan
X . e Sumber dan Kawasan
Pendaratan Ikan melintas di .
SWP LA: pendanaan Permukiman
v lain yang

e Jl. Khusus Pelabuhan




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-II "rp-m ‘ TP-IV

2030-

Pengumpul melintas di SWP
LA;

o Jl. Khusus Pelabuhan
Penyeberangan melintas di
SWPI.C;

e Jl. Khusus Pendidikan
melintas di SWP L.A;

e Jl. Khusus Perkantoran
melintas di SWP I.A dan SWP
1.C;

e Jl. Khusus Perumahan
melintas di SWP 1.B;

o Jl. Khusus Rumah Sakit
melintas di SWP L.A;

e Jl. Khusus SPBU melintas di
SWP I.A; dan

e Jl. Khusus Tambang melintas
di seluruh SWP.

sah

Pemeliharaan berkala Jalan Khusus

e Jl. Holling MPR (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
I.A dan SWP 1.C;

@ Jl. Khusus Kantor Bupati
melintas di SWP L.A;

e Jl. Khusus Pangkalan
Pendaratan Ikan melintas di
SWP LA;

e Jl. Khusus Pelabuhan
Pengumpul melintas di SWP
LA;

e Jl. Khusus Pelabuhan
Penyeberangan melintas di
SWPI.C;

e Jl. Khusus Pendidikan
melintas di SWP L.A;

e Jl. Khusus Perkantoran
melintas di SWP I.A dan SWP
1.C;

e Jl. Khusus Perumahan
melintas di SWP 1.B;

o Jl. Khusus Rumah Sakit

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

e Sumber
pendanaan
lain yang
sah

Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Swasta

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
melintas di SWP L.A;
@ Jl. Khusus SPBU melintas di
SWP I.A; dan
J1. Khusus Tambang melintas
di seluruh SWP.
c Perwujudan Terminal Penumpang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
1.1.1 | Pengembangan Gedung Terminal SWP L.B pada Blok I.B.1 e APBD
Provinsi
Sulawesi - Perhubungan -
Tengah
1.1.2 | Pengembangan Sarana dan Prasarana SWP 1.B pada Blok I.B.1 APBD
Terminal Provinsi
. - Perhubungan -
Sulawesi
Tengah
1.1.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal SWP I.B pada Blok I.B.1 APBD
(Fasilitas Utama dan Pendukung) Provinsi
. - Perhubungan -
Sulawesi
Tengah
1.1.4 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SWP L.B pada Blok I.B.1 APBD
Terminal Tipe B Provinsi . B Perhubungan )
Sulawesi
Tengah
d Perwujudan Jembatan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional
1.1.1 | Pemeliharaan Berkala Jembatan ® Jembatan Kolonodale terdapat o APBN

di SWP I.A pada Blok I.A.3;

Pekerjaan Umum




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

® Jembatan Kampung Bugis
terdapat di SWP I.A pada Blok
I.A.3;

@ Jembatan Korololaki terdapat
di SWP I.B pada Blok 1.B.2;

1.2

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1.2.1

Pemeliharaan Berkala Jembatan

@ Bahoue I terdapat di SWP LA
pada Blok I.A.1;

® Bahoue II terdapat di SWP LA
pada Blok I.A.1;

@ Bahoue III terdapat di SWP LA
pada Blok I.A.2;

@ Bahoue IV terdapat di SWP LA
pada Blok I.A.2;

® Ganda Ganda I terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.2;

o Ganda Ganda II terdapat di
SWP I1.C pada Blok I.C.2;

® Ganda Ganda II A terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.1;

@ Ganda Ganda III terdapat di
SWP 1.C pada Blok I.C.1;

o Ganda Ganda IV terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.1;

o Ganda Ganda V terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.1; dan

® Ganda Ganda VA terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.1.

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

Bina Marga dan
Penataan Ruang

2.1

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1

Pembangunan baru Jembatan

SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
SWP I.B pada Blok I.B.1

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Morowali

Bina Marga dan
Penataan Ruang

Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . . ‘ ‘
Urusan va“:,s-; yagnig Kabupagten Kei)le{ntmga
membidan, yan, n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Utara
2.1.2 | Pemeliharaan Berkala Jembatan @ Bahoue terdapat di SWP I.A
pada Blok I.A.1;
® Korololama 1 terdapat di SWP
1.B pada Blok I.B.1;
® Korololama 2 terdapat di SWP
1.B pada Blok I.B.1;
@ Kuda Laut 1 terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.2;
® Kuda Laut 2 terdapat di SWP
I.A pada Blok 1.A.2;
e Lingkar Pantai Kolonodale
terdapat di SWP I.A pada Blok
LA.1;
e Lingkar Pantai Kolonodale 2
terdapat di SWP I.A pada Blok
1.A.1; R
® Mawar terdapat di SWP LA [P;(;l:z?jan
pada Blok I.A.1; e APBD Penata’an
® Tarundungi 1 terdapat di SWP Kabupaten . . Ruan, .
LA pada Blok L.A.1; Morowali &
@ Tarundungi 2 terdapat di SWP Utara Perumahan
LA pada Blok 1.A.1; dan Kawasan
Permukiman

® Tarundungi 3 terdapat di SWP
1.A pada Blok I.A.2;

® Tarundungi 4 terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.2;

® Tarundungi 5 terdapat di SWP
I.A pada Blok 1.A.2;

® Tomor Indah 1 terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.1;

o Tomor Indah 2 terdapat di SWP
1.A pada Blok I.A.1;

e Ulandari 2 terdapat di SWP LA

pada Blok I.A.1;

® Wulanderi terdapat di SWP [.A

pada Blok I.A.2;

® Jembatan di SWP I.A pada

Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

o Jembatan di SWP I.B pada




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
e Perwujudan Halte
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Bangunan Halte
1.1.1 | Pembangunan Halte e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2 dan Blok I.A.3; APED
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok 1.B.2; dan Ea:)‘:)lgz;en - - Perhubungan -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
1.1.2 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Halte e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2 dan Blok I.A.3; APBD
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok L.B.2; dan Ei‘tr);l‘f;;en - - Perhubungan -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
1.1.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2 dan Blok [.A.3; APBD
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok 1.B.2; dan ﬁ:ﬁgg:;:n - - Perhubungan -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
1.1.4 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Halte @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2 dan Blok [.A.3; APBD
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok LB.2; dan ;acl)lilgngn - - Perhubungan -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
f Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan

Program Pengelolaan Pelayaran




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
1.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan SWP I.C pada Blok I.C.2 APBN Perhubungan . B .
Penyeberangan Kelas II Kolonodale
1.1.2 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan SWP I.C pada Blok I.C.2 APBN Perhubungan . B )
pelabuhan Penyeberangan Kelas II Kolonodale
g Perwujudan Pelabuhan Pengumpul
1 Program Pengelolaan Pelayaran
1.1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul
1.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan SWP LA pada Blok I.A.1 APBN Perhubungan ) B )
Kolonodale
1.1.2 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan SWP LA pada Blok I.A.1 APBN Perhubungan ) B )
pelabuhan Kolonodale
h Perwujudan Terminal Khusus
1 Program Penyelenggaraan Terminal Khusus
1.1 Pengelolaan Terminal Khusus
1.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN e ESDM
Khusus Fuel Kolonodale e Sumber
PT.
Pendanaan - - .
. Pertamina
lain yang
sah
i Perwujudan Pelabuhan Perikanan
1 Program Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan
1.1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
1.1.1 | Pel P 1 Pel. h WP I.A Blok I.A.1 APBN
elayanan Penyelenggaraan Pelabuhan S pada Blo o Kelautan dan Kelautan dan
Pangkalan Pendaratan Ikan Kolonodale e APBD , . - -
Provinsi Perikanan Perikanan

Sulawesi




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

TP-1 TP-II ‘TP-III ‘ TP-IV

1 2 3 4 5
2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044

Program Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

1.1

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar

1.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana SWP LA pada Blok [.A.1 e APBN ¢ ESDM
Penyimpanan Bahan Bakar e Sumber
PT.
Pendanaan - - .
. Pertamina
lain yang
sah
1.1.2 | Pemenuhan fasilitas Sarana Penyimpanan SWP LA pada Blok [.A.1 e APBN ¢ ESDM
Bahan Bakar e Sumber
PT.
Pendanaan - - .
. Pertamina
lain yang
sah
1.1. Pengembangan Sarana Penyimpanan Bahan SWP LA pada Blok I.A.1 e APBN e ESDM
3 Bakar e Sumber
PT.
Pendanaan - - .
. Pertamina
lain yang
sah
b Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
1 Belanja Modal Jaringan Listrik
1.1 Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
1.1.1 | Pengembangan Jalur Saluran Udara melintas di seluruh SWP e APBN e ESDM
Tegangan Menengah (SUTM) e Sumber
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
1.1.2 | Pemeliharaan Jalur Saluran Udara Tegangan melintas di seluruh SWP o APBN e ESDM - - PT. PLN

e Sumber




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Menengah (SUTM) Pendanaan
lain yang
sah
1.1.3 | Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan | SWP LA dan SWPI.C e APBN e ESDM
Menengah (SUTM) e Sumber
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
1.1.4 | Pengembangan Jalur Saluran Udara melintas di seluruh SWP e APBN ¢ ESDM
Tegangan Rendah (SUTR) e Sumber
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
1.1.5 | Pemeliharaan Jalur Saluran Udara Tegangan melintas di seluruh SWP e APBN e ESDM
Rendah (SUTR) e Sumber
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
1.1.6 | Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan | melintas di seluruh SWP e APBN e ESDM
Menengah (SUTM) e Sumber
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
c Perwujudan Gardu Listrik
1 Program Perwujudan Gardu Listrik
1.1 Pengelolaan Gardu Hubung
1.1.1 | Pengembangan, Pemeliharaan, dan SWP LA pada Blok I.LA.3 e APBN
Peningkatan Pelayanan Gardu Hubung e Sumber o ESDM
Pendanaan - - PT. PLN
lain yang
sah
1.2 Pengelolaan Gardu Distribusi




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Perwujudan Jaringan Telekomunikasi

Blok IC.2.

: Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.2.1 | Pengembangan, Pemeliharaan, dan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok o APBN
Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi 1.A.2, dan Blok I.A.3. o Sumber
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan e ESDM
Pendanaan - - PT. PLN
Blok I.B.2 lain van
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan oh yang

Program Pengelolaan Telekomunikasi

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur
Jaringan Micro Digital

WP Kawasan Perkotaan
Kolonodale

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Morowali
Utara
Sumber
Pendanaan
lain yang
sah

e Komunikasi dan
Digital
[ ]

Komunikasi dan
Informatika

Komunikasi
dan
Informatika

e Swasta
e PT. Telkom

1.2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Telekomunikasi

WP Kawasan Perkotaan
Kolonodale

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
APBD
Kabupaten
Morowali
Utara
Sumber
Pendanaan
lain yang
sah

e Komunikasi dan
Digital
L[]

Komunikasi dan
Informatika

Komunikasi
dan
Informatika

e Swasta
e PT. Telkom




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044

Perwujudan Jaringan Tetap

Program Perwujudan Jaringan Serat Optik

1.1

Pengelolaan Jaringan Serat Optik

1.1.1

Pengembangan dan Peningkatan Jaringan
Serat Optik

melintas di seluruh SWP

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

e Sumber
Pendanaan
lain yang
sah

e Komunikasi dan
Digital

Komunikasi dan
Informatika

Komunikasi
dan
Informatika

e Swasta
e PT. Telkom

Program Perwujudan Jaringan Telepon Fixed Line

2.1

Pengelolaan Jaringan Telepon Fixed Line

2.1.1

Pengembangan dan Peningkatan Jaringan
Telepon Fixed Line

melintas di seluruh SWP

APBN
APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah
e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara
e Sumber
Pendanaan
lain yang
sah

e Komunikasi dan
Digital

Komunikasi dan
Informatika

Komunikasi
dan
Informatika

o Swasta
e PT. Telkom

Program Perwujudan sentral telepon otomat (STO)

3.1

Pengelolaan sentral telepon otomat (STO)

3.1.1

Pengembangan dan Peningkatan sentral
telepon otomat (STO)

SWP LA pada Blok [.A.1

APBN
Sumber
Pendanaan

e Komunikasi dan
Digital

o Swasta
e PT. Telkom




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
lain yang
sah
4 Program Perwujudan Rumah Kabel
Gl Pengelolaan Rumah Kabel
4.1. Pengembangan, Pemeliharaan, dan o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN e Komunikasi dan
1 Peningkatan Pelayanan Rumah Kabel e SWP I.B pada Blok I.B.1. e Sumber Digital o Swasta
Pe'ndanaan B B e PT. Telkom
lain yang
sah
c Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler
1 Program Perwujudan Bangunan Menara telekomunikasi
1.1 Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi
1.1.1 | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas e APBN o Komunikasi dan
Pelayanan Menara Base Transceiver Station e APBD Digital
(BTS) Provinsi
Sulawesi
o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Tengah
Blok I.A.2; APBD i i
o 2 . * Komunikasi dan Komunikasi e Swasta
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Kabupaten Informatika dan o PT. Telkom
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Informatika :
Blok I.C.2. Utara
e Sumber
Pendanaan
lain yang

Perwujudan Jaringan Perpipaan

sah

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Produksi

1.1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Produksi

1.1.1

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM

WP Kawasan Perkotaan
Kolonodale

APBD
Kabupaten
Morowali

Pekerjaan
Umum,
Penataan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan l"‘rovill:s..ii yan.g Kabupaten Kei)le{ntinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Utara Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan Unit e APBN o Pekerjaan
Produksi berupa Bangunan Penampung Air e APBD Umum
Kabupaten i
Morowali Penataan
e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Utara Pekerjaan Umum ) Ruang, Swasta
® SWP I.C pada Blok I.C.2 o Sumber Perumahan
Pendanaan dan Kavx./asan
lain yang Permukiman
sah e PDAM
1.1.3 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di e APBN o Pekerjaan
Kawasan Perkotaan berupa jaringan transmisi e APBD Umum
air minum Kabupaten Penata;n
melintas di SWP LA dan SWP Morowali Ruang
I.C Utara Pekerjaan Umum - ? Swasta
o Sumber Perumahan
Pendanaan dan Kavx./asan
lain yang Permukiman
sah e PDAM
1.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi WP Kawasan Perkotaan e APBN o Pekerjaan
Kolonodale e APBD Umum
Kabupaten ?
Morowali Penataan
Utara Pekerjaan Umum - Ruang, Swasta
o Sumber Perumahan
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah e PDAM
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Distribusi
2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Distribusi
2.1.1 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di melintas di SWP I.A, SWP L.B e APBN Pekerjaan Umum - e Pekerjaan Swasta
Kawasan Perkotaan melalui pembangunan e APBD Umum,




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
jaringan distribusi pembagi hingga ke dan SWPI.C Kabupaten Penataan
sambungan rumah Morowali Ruang,
Utara Perumahan
e Sumber dan Kawasan
Pendanaan Permukiman
lain yang PDAM
sah
2.1.2 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di melintas di SWP I.A, SWP L.B e APBN Pekeriaan
Kawasan Perkotaan melalui Pengembagan dan SWPI.C e APBD ]
L. .. . . Umum,
jaringan distribusi pembagi hingga ke Kabupaten
. Penataan
sambungan rumah Morowali Ruan
Utara Pekerjaan Umum - 8 Swasta
Perumahan
e Sumber
dan Kawasan
Pendanaan .
lain van Permukiman
yang PDAM
sah
3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Pelayanan
3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Prelayan
3.1.1 | Pembangunan hidran kebakaran e APBD .
Kabupaten Pekerjaan
e SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok MOI’OVF:Iali Umum,
I.LA.2, Blok I.A.3; Utara Penataan
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan o Sumber - - Ruang, Swasta
Blok 1.B.2; dan Pendanaan Perumahan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan lain van dan Kawasan
Blok I.C.2. sah yang Permukiman
PDAM
3.1.2 izgif{x;zingan dan pengelolaan hidran . 21;51]13 en Pekerjaan
* SWP LA pada Blok 1A.1, Blok | #7"P% ¢ Umum,
I.LA.2, Blok I.A.3; Utara Penataan
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan o Sumber - - Ruang, Swasta
Blok 1.B.2; dan Pendanaan Perumahan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan lain van dan Kawasan
Blok I.C.2. sah yang Permukiman

PDAM




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
b Perwujudan bukan Jaringan Perpipaan
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
1.1.1 | Rehabilitasi Sumur Pompa untuk Air Baku e APBD Pekerjaan
Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara Ruang,
SWP L.B pada Blok 1.B.2 o Sumber - - Perumahan Swasta
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah PDAM
1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa e APBD Pekerjaan
untuk Air Baku Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara Ruang,
SWP I.B pada Blok 1.B.2 o Sumber - - Perumahan Swasta
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah PDAM
a Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
1.1.1 | Perbaikan dan peningkatan fungsi subsistem Pekerjaan
pengumpulan berupa pipa retikulasi Umum,
e APBN Penataan
e APBD Ruang,
melintas di SWP 1.C Kabupatfen Pekerjaan Umum - Perumahan -
Morowali dan Kawasan
Utara Permukiman
Lingkungan

Hidup




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

Perangkat
No Program Utama Lokasi TR Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provms.l yan.g Kabupaten Kepe{ntmga
Pemerintahan di membidangi yaflg . n Lainnya
Bidang membidangi
1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan subsistem e Pekerjaan
pengumpulan berupa pipa retikulasi Umum,
e APBN Penataan
e APBD Ruang,
melintas di SWP 1.C Kabupat§n Pekerjaan Umum - Perumahan -
Morowali dan Kawasan
Utara Permukiman
e Lingkungan
Hidup
1.1.83 | Perbaikan dan peningkatan fungsi subsistem e Pekerjaan
pengumpulan berupa pipa induk Umum,
e APBN Penataan
e APBD Ruang,
melintas di SWP L.C Kabupatfen Pekerjaan Umum - Perumahan
Morowali dan Kawasan
Utara Permukiman
e Lingkungan
Hidup
1.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan subsistem e Pekerjaan
pengumpulan berupa pipa induk Umum,
e APBN Penataan
APBD Ruang,
melintas di SWP L.C Kabupatfen Pekerjaan Umum - Perumahan
Morowali dan Kawasan
Utara Permukiman
e Lingkungan
Hidup
1.1.5 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan e Pekerjaan
Teknis IPAL Skala Kawasan o APBN Umum,
Tertentu/Permukiman dalam Daerah o APBD Penataan
Kabupaten Kabupaten Ruang,
WP Kawasan Perkotaan ) Pekerjaan Umum - Perumahan -
Kolonodale Morowali dan Kawasan
Utara .
Permukiman

e Lingkungan
Hidup

2030- | 2035- | 2040-
2034 | 2039 2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1.6 | Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala e Pekerjaan
Kawasan Tertentu/Permukiman o APBN Umum,
o APBD Penataan
® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Kabupaten Ruang,
Blok I.A.3. pa Pekerjaan Umum - Perumahan -
Morowali
Ut dan Kawasan
SWP I.C pada Blok I.C.1 . ara Permukiman
e Lingkungan
Hidup
Perbaikan dan peningkatan fungsi IPAL Skala e Pekerjaan
Kawasan Tertentu/Permukiman o APBN Umum,
o APBD Penataan
Kabupaten Pekerjaan Umum - ?:rirﬁ,ahan
® SWP I.C pada Blok I.C.1 Morowali J u
Utara dan Kawasan
Permukiman
e Lingkungan
Hidup
1.1.7 | Operasi dan Pemeliharaan IPAL Skala e Pekerjaan
Kawasan Tertentu/Permukiman o APBN Umum,
o APBD Penataan
e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Kabupaten Ruang,
Blok I.A.3. Morovr&)fali Pekerjaan Umum - Perumahan -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 Utara dan Kawasan
Permukiman

e Lingkungan
Hidup

Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

1.1

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

1.1.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

® SWP I.A pada Blok I.A.2.
e SWP I.B pada Blok I.B.1.

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Lingkungan
Hidup




Program Utama

Lokasi

Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-II ‘TP-III ‘ TP-IV

1 2 3 4 5
2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1.1

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten

Hidup

1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
TPS3R Kewenangan Kabupaten e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber Perumahan
- - Swasta
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah Lingkungan
Hidup
1.1.2 | Pembangunan TPS3R ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber Perumahan
- - Swasta
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah Lingkungan
Hidup
1.1.3 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
dalam rangka Penyediaan Sarana TPS3R 1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber Perumahan
- - Swasta
Pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah Lingkungan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
b Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
TPS Kewenangan Kabupaten e SWP 1.B pada Blok 1.B.2 Morowali Penataan
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Ruang,
Blok IC.2. Sumber B ) Perumahan
Pendanaan dan Kawasan | Swasta
lain yang Permukiman
sah Lingkungan
Hidup
1.1.2 | Pembangunan TPS e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
1.A.2. dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
e SWP 1.B pada Blok 1.B.2 Morowali Penataan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Ruang,
Blok IC.2. Sumber B . Perumahan
Pendanaan dan Kawasan | Swasta
lain yang Permukiman
sah Lingkungan
Hidup
1.1.3 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
dalam rangka Penyediaan Sarana TPS 1.A.2. dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber B . Perumahan
Blok IC.2. Pendanaan dan Kawasan | Swasta
lain yang Permukiman
sah Lingkungan
Hidup
2 Program Pengelolaan Persampahan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan va“:,s-; ya;ig Kabupagten Kei)lefltmga
membidan, yan n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
2.1 Pengelolaan Sampah
1.1.1 | Penanganan Sampah dengan Melakukan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok e APBD e Pekerjaan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 1.A.2. dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah @ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
di TPS Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e Sumber Perumahan
Blok IC.2. Pendanaan ) ) dan Kawasan | Swasta
lain yang Permukiman
sah e Lingkungan
Hidup
1.1.2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok e APBD e Pekerjaan
Pengelolaan Persampahan 1.A.2. dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e Sumber Perumahan
Blok IC.2. Pendanaan B ) dan Kawasan | Swasta
lain yang Permukiman
sah e Lingkungan
Hidup
a Perwujudan Jaringan Drainase Primer

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1.1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten

1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
Teknis Sistem Drainase Perkotaan Kabupaten Umum,
Morowali ~ B Penataan ~
Utara Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ melintas di seluruh SWP e APBN . Cipta Karya dan Pekerjaan
Rehabilitasi Drainase Primer e APBD Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Umum, -
Provinsi Penataan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

2030-

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provms.l yan.g Kabupaten Kepefntmga
Pemerintahan di membidangi yaflg . n Lainnya
Bidang membidangi
Sulawesi Ruang,
Tengah Perumahan
e APBD dan Kawasan
Kabupaten Permukiman
Morowali
Utara
1.1.3 | Peningkatan Saluran Drainase Primer melintas di seluruh SWP e APBN
e APBD Pekerjaan
Provinsi Umum,
Sulawesi . Penataan
Tengah Pekerjaan Umum (S:Lpr;%bi{ra]gy:ygxr Ruang, -
e APBD Perumahan
Kabupaten dan Kawasan
Morowali Permukiman
Utara
1.1.4 | Rehabilitasi Saluran Drainase Primer melintas di seluruh SWP e APBN
e APBD Pekerjaan
Provinsi Umum,
Sulawesi . Penataan
Tengah Pekerjaan Umum (S:Lpr;?bi{ra]gy;ygzxr Ruang, -
e APBD Perumahan
Kabupaten dan Kawasan
Morowali Permukiman
Utara
1.1.5 | Pembangunan Sistem Drainase Primer melintas di seluruh SWP e APBN
e APBD Pekerjaan
Provinsi Umum,
Sulawesi Cipta Karya dan Penataan
Tengah Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Ruang, -
e APBD Perumahan
Kabupaten dan Kawasan
Morowali Permukiman
Utara
b Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder

2034

2035-
2039

2040-
2044

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
1.1.1 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ melintas di seluruh SWP e APBD Pekeri
Rehabilitasi Drainase Sekunder Provinsi exerjaan
. Umum,
Sulawesi Penataan
Tengah B Cipta Karya dan Ruan. B
e APBD Sumber Daya Air &
Perumahan
Kabupaten
. dan Kawasan
Morowali .
Permukiman
Utara
1.1.2 | Peningkatan Saluran Drainase Sekunder melintas di seluruh SWP e APBD .
. Pekerjaan
Provinsi
. Umum,
Sulawesi Penataan
Tengah B Cipta Karya dan Ruan. B
e APBD Sumber Daya Air &
Perumahan
Kabupaten
) dan Kawasan
Morowali Y
Permukiman
Utara
1.1.3 | Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder melintas di seluruh SWP e APBD .
. Pekerjaan
Provinsi
. Umum,
Sulawesi Penataan
Tengah B Cipta Karya dan Ruan. B
e APBD Sumber Daya Air &
Perumahan
Kabupaten
) dan Kawasan
Morowali v
Permukiman
Utara
1.1.4 | Pembangunan Sistem Drainase Sekunder melintas di seluruh SWP e APBD .
o Pekerjaan
Provinsi
. Umum,
Sulawesi Penataan
Tengah B Cipta Karya dan Ruan. B
e APBD Sumber Daya Air &
Perumahan
Kabupaten
. dan Kawasan
Morowali .
Permukiman
Utara

Perwujudan Jaringan Drainase Tersier




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan va“:,s-; ya;ig Kabup:;ten Kei)lefltmga
membidan, yan, n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
1.1.1 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ melintas di seluruh SWP e APBD Pekerjaan
Rehabilitasi Drainase Tersier Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Peningkatan Saluran Drainase Tersier SWP LA dan SWP 1.B e APBD Pekerjaan
Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.3 | Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier SWP LA dan SWP 1.B e APBD Pekerjaan
Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.4 | Pembangunan Sistem Drainase Tersier melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara Ruang,
- Perumahan -

dan Kawasan
Permukiman




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044

Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana

Program Penanggulangan Bencana

1.1

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1.1.1

Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang
Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi
Bencana

® Jalan Akses Pelabuhan Laut
PP Kolonodale (Kab. Morowali
Utara)/Towi - Kolonodale/J1.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA;

® Jl. Ahmad Yani 2 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Baracuda (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Bhayangkara (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

JI. Bumi Nangka 1 (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

J1. Jalur 2 Kntr Bupati (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

® Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Kantor Bupati (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Kantor Bupati 1 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

@ Jl. Khusus Kantor Bupati
melintas di SWP L.A;

o Jl. Khusus Pelabuhan

Pengumpul melintas di SWP

LA;

e Jl. Khusus Rumah Sakit

melintas di SWP L.A;

o APBN

¢ APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Pekerjaan Umum

Penanggulanga
n Bencana




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

@ Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Mangga 2 (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Matandau & Jl. Nurul

Bahari (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Papoji (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Pasar Baru (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Pattimura (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

® Jl. Tarundungi (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

JI. Tinumbu (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Tompira — Korololama

melintas di SWP 1.B;

J1. Wolter Monginsidi (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

J1. Wulanderi & Jl. Bumi

Nangka (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

J1. Yos Sudarso melintas di

SWP LA;

e ruas Kolonodale — Tambayoli
/J1. Jend. Sudirman melintas
di SWP L.A;

® ruas Kolonodale —
Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP
1.C;

@ ruas Kolonodale - Tompira/Jl.
Sultan Hasanuddin melintas di
SWP I.A dan SWP 1.B;

@ ruas Kolonodale - Tompira/Jl.
Tadulako melintas di SWP L.A;

@ ruas Kolonodale - Tompira/Jl.

TPI TP-Il | TP | TP-IV
1 2 3 r 5

2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-

Yos Sudarso melintas di SWP

LA;
® ruas Korololama - PAM
Kolonodale melintas di SWP [.A
dan SWP L.B;
ruas Korololama - Tiu
Kolonodale melintas di SWP
1.B;
Lr. Enau (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;
Lr. Kamboja (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;
Lr. Momoiko (DK. Kolonodale)
melintas di SWP 1.A;
jalan lokal sekunder melintas
di SWP LA;
jalan lingkungan primer
melintas di seluruh SWP; dan
jalan lingkungan sekunder
melintas di seluruh SWP.

Pemberian Rambu-Rambu Petunjuk Jalur

Evakuasi

e Jalan Akses Pelabuhan Laut
PP Kolonodale (Kab. Morowali
Utara)/Towi - Kolonodale/J1.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA;

® Jl. Ahmad Yani 2 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Baracuda (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

e Jl. Bhayangkara (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

® Jl. Bumi Nangka 1 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

® Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK.

e APBN

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Pekerjaan Umum

Penanggulanga
n Bencana

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

Kolonodale) melintas di SWP
LA;

® Jl. Kantor Bupati (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Kantor Bupati 1 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

@ Jl. Khusus Kantor Bupati
melintas di SWP L.A;

e Jl. Khusus Pelabuhan
Pengumpul melintas di SWP
LA;

e Jl. Khusus Rumah Sakit
melintas di SWP L.A;

e Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

e Jl. Mangga 2 (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

o Jl. Matandau & J1. Nurul
Bahari (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

® J1. Papoji (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

@ Jl. Pasar Baru (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

@ Jl. Pattimura (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

® Jl. Tarundungi (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

@ Jl. Tinumbu (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

® Jl. Tompira — Korololama
melintas di SWP 1.B;

@ Jl. Wolter Monginsidi (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Wulanderi & J1. Bumi
Nangka (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

TPI TP-Il | TP | TP-IV
1 2 3 r 5

2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-

e Jl. Yos Sudarso melintas di
SWP LA;

® Kolonodale — Tambayoli /JI.
Jend. Sudirman melintas di
SWP LA;

@ Kolonodale — Tambayoli/Jl. Dr.

Sahardjo melintas di SWP L.A
dan SWPI.C;
@ Kolonodale - Tompira/Jl.

Sultan Hasanuddin melintas di

SWP I.A dan SWP L.B;
® Kolonodale - Tompira/Jl.

Tadulako melintas di SWP L.A;

® Kolonodale - Tompira/Jl. Yos
Sudarso melintas di SWP L.A;

® Korololama - PAM Kolonodale
melintas di SWP I.A dan SWP
1.B;

® Korololama - Tiu Kolonodale
melintas di SWP 1.B;

e Lr. Enau (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

e Lr. Kamboja (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

® Lr. Momoiko (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

@ jalan lokal sekunder melintas
di SWP L.A;

® jalan lingkungan primer
melintas di seluruh SWP; dan

e jalan lingkungan sekunder
melintas di seluruh SWP.

1.2

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

1.2.1

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi
Jalur Evakuasi Bencana

Melintas di seluruh SWP

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Penanggulanga
n Bencana

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-I1

TP-III

TP-IV

2025

2026

2027 | 2028 | 2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

Perwujudan Tempat Evakuasi

Program Penanggulangan Bencana

1.1

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1.1.1

Penyediaan dan Pemeliharaan Titik Kumpul

® Lapangan Sepak Bola
Kolonodale di SWP L.A pada
Blok I.A.1;

® halaman Masjid Muallaf Al-
Istigamah di SWP [.A pada
Blok I.A.1;

® halaman Polsek Petasia di SWP
I.A pada Blok I.A.1;

® halaman Kantor Bupati
Kabupaten Morowali Utara di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

® halaman RSUD Kolonodale di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

® halaman Kantor DPRD
Kabupaten Morowali Utara di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

® halaman SMPN 2 Petasia di
SWP LA pada Blok I.A.2;

® halaman Masjid Thoriqul
Jannah di SWP I.A pada Blok
1.A.2;

® halaman Masjid Al Mujahirin di
SWP 1.A pada Blok 1.A.3;

e halaman Hotel Puncak
Bougenville di SWP I.A pada
Blok I.A.3;

® halaman Masjid Agung Nurul
Tagwa di SWP I.A pada Blok
1.A.3;

® halaman Terminal Kolonodale
di SWP I.B pada Blok I.B.1;

® halaman SDN Korololama di
SWP 1.B pada Blok I.B.1;

® halaman Toko Obat Vivian

Farma di SWP I.B pada Blok

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Penanggulanga
n Bencana




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten

yang

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

membidangi

Bidang

2025

2026 | 2027 | 2028 | 2029

LB.1;

® halaman Gereja Kristen Jemaat
Bukit Zaitun di SWP 1.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Masjid Nurul Iman
Korololaki di SWP I.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Kantor DPC
Demokrat di SWP I.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Gedung Serba Guna
di SWP I.C pada Blok I.C.1;

® halaman Masjid Nurul Huda di
SWP I.C pada Blok I.C.1;

® halaman SDN Inpres Ganda-
Ganda di SWP I.C pada Blok
1.C.1;

® halaman Masjid Nurul Takwa
di SWP I.C pada Blok I.C.1;

® halaman Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan di SWP I.C
pada Blok I.C.2;

@ halaman Kantor DPC Partai
Persatuan Pembangunan di
SWP I.C pada Blok I.C.2;

@ halaman Dinas Lingkungan
Hidup di SWP I1.C pada Blok
1.C.2; dan

® halaman Pasar Minggu
Kolonodale di SWP I.C pada
Blok I.C.2; dan

® halaman TK. GKST Imanuel
Korololama di SWP I.A pada
Blok I.B.1.

Pemberian sarana prasarana berupa Rambu- | Lapangan Sepak Bola
Rambu Petunjuk Titik Kumpul Kolonodale di SWP I.A pada APBD
. Kabupaten
Blok I.A.1; M li - -
® halaman Masjid Muallaf Al- U far:;’va !
Istigamah di SWP [.A pada
Blok I.A.1;

Penanggulanga -
n Bencana




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

® halaman Polsek Petasia di SWP
I.A pada Blok I.A.1;

® halaman Kantor Bupati
Kabupaten Morowali Utara di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

@ halaman RSUD Kolonodale di
SWP 1A pada Blok I.A.2;

® halaman Kantor DPRD
Kabupaten Morowali Utara di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

® halaman SMPN 2 Petasia di
SWP I.A pada Blok 1.A.2;

® halaman Masjid Thoriqul
Jannah di SWP I.A pada Blok
1.A.2;

® halaman Masjid Al Mujahirin di
SWP I.A pada Blok 1.A.3;

® halaman Hotel Puncak
Bougenville di SWP I.A pada
Blok 1.A.3;

® halaman Masjid Agung Nurul
Taqwa di SWP I.A pada Blok
1.A.3;

® halaman Terminal Kolonodale
di SWP I.B pada Blok I.B.1;

® halaman SDN Korololama di
SWP 1.B pada Blok I.B.1;

@ halaman Toko Obat Vivian
Farma di SWP [.B pada Blok
1.B.1;

® halaman Gereja Kristen Jemaat
Bukit Zaitun di SWP 1.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Masjid Nurul Iman
Korololaki di SWP I.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Kantor DPC
Demokrat di SWP I.B pada
Blok 1.B.2;

® halaman Gedung Serba Guna

di SWP I.C pada Blok I.C.1;

TPI TP-Il | TP | TP-IV
1 2 3 r 5

2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-I1

TP-III

TP-IV

2030-

® halaman Masjid Nurul Huda di

SWP I.C pada Blok I.C.1;

® halaman SDN Inpres Ganda-
Ganda di SWP 1.C pada Blok
1.C.1;

® halaman Masjid Nurul Takwa
di SWP I.C pada Blok I.C.1;

® halaman Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan di SWPI.C
pada Blok I.C.2;

® halaman Kantor DPC Partai
Persatuan Pembangunan di
SWP I.C pada Blok I.C.2;

® halaman Dinas Lingkungan
Hidup di SWP I.C pada Blok
1.C.2; dan

® halaman Pasar Minggu
Kolonodale di SWP I.C pada
Blok I.C.2; dan

® halaman TK. GKST Imanuel
Korololama di SWP 1.A pada
Blok I.B.1.

Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat

Evakuasi Sementara

@ Kantor Camat Petasia di SWP
I.A pada Blok I.A.2;

® Plasa Telkom Kolonodale di
SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

® SMA Negeri 1 Petasia di SWP
I.A pada Blok I.A.1.

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Penanggulanga
n Bencana

Pemberian sarana prasarana berupa Rambu-
Rambu Petunjuk Tempat Evakuasi Sementara

® Kantor Camat Petasia di SWP
1.A pada Blok I.A.2;

® Plasa Telkom Kolonodale di
SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

® SMA Negeri 1 Petasia di SWP
I.A pada Blok I.A.1.

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Penanggulanga
n Bencana

Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat

Evakuasi Akhir

e Pesantren Riadusholihin di
SWP 1.B pada Blok 1.B.2; dan
® SMA Negeri 2 Petasia di SWP

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Penanggulanga
n Bencana

2025

2034

2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.B pada Blok I.B.1.
1.1.6 | Pemberian sarana prasarana berupa Rambu- @ Pesantren Riadusholihin di APBD
Rambu Petunjuk Tempat Evakuasi Akhir SWP I.B pada Blok I.B.2; dan Kabupaten B ) Penaneeulanga B
o SMA Negeri 2 Petasia di SWP Morowali o Bon fagr‘lla g
1.B pada Blok I.B.1. Utara
c Perwujudan Jalur Sepeda
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan JalAN (LLAJ)
1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Prasarana Jalan berupa Jalur e Jalan Akses Pelabuhan Laut
Sepeda PP Kolonodale (Kab. Morowali
Utara)/Towi - Kolonodale/J1.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA;
e Jl. Ahmad Yani 2 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;
e Jl. Baracuda (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;
e Jl. Jalur 2 Kntr Bupatl. (DK. e APEN
Kolonodale) melintas di SWP
LA: e APBD
e Jl. Kantor Bupati 1 (DK. i{/labupa?en Pekerjaan Umum - Perhub -
Kolonodale) melintas di SWP U:;r::ra 1 eriubungan

LA;

@ Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

e Jl. Lingkar Pantai
(DK.Kolonodale) melintas di
SWP LA;

o Jl. Wolter Monginsidi (DK.

Kolonodale) melintas di SWP

LA;

e Jl. Wulanderi & J1. Bumi

Nangka (DK. Kolonodale)

melintas di SWP L.A;

® Jl. Yos Sudarso melintas di




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

SWP LA;

o ruas Kolonodale — Tambayoli
/J1. Jend. Sudirman melintas
di SWP LA;

e ruas Kolonodale —
Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP
1.C;

o ruas Kolonodale - Tompira/JI.
Tadulako melintas di SWP L.A;
dan

e ruas Kolonodale - Tompira/Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA.

Perwujudan Jaringan pejalan kaki

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

1.1

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1.1.1

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum berupa fasilitas jaringan pejalan kaki

@ Jalan Akses Pelabuhan Laut
PP Kolonodale (Kab. Morowali
Utara)/Towi - Kolonodale /J1.
Yos Sudarso melintas di SWP
LA;

e Jl. Ahmad Yani 2 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Baracuda (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

e Jl. Bumi Nangka 1 (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

e Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

® Jl. Kantor Bupati (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

@ Jl. Kantor Bupati 1 (DK.

e APBN

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Pekerjaan Umum

Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

Kolonodale) melintas di SWP
LA;

J1. Khusus Kantor Bupati
melintas di SWP L.A;

J1. Kuda Laut (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

Jl. Lingkar Pantai
(DK.Kolonodale) melintas di
SWP LA;

J1. Matandau & Jl. Nurul
Bahari (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

J1. Pattimura (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

J1. Randitole (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

J1. Wolter Monginsidi (DK.
Kolonodale) melintas di SWP
LA;

J1. Wulanderi & Jl. Bumi
Nangka (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A;

J1. Yos Sudarso melintas di
SWP LA;

ruas Kolonodale — Tambayoli
/J1. Jend. Sudirman melintas
di SWP L.A;

ruas Kolonodale —
Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo
melintas di SWP I.A dan SWP
1.C;

ruas Kolonodale - Tompira/Jl.
Tadulako melintas di SWP L.A;
ruas Kolonodale - Tompira/Jl.
Yos Sudarso melintas di SWP
1.A; dan

Lr. Enau (DK. Kolonodale)
melintas di SWP L.A.

Perwujudan Pengaman pantai

TP-1 TP-II "rp-m ‘ TP-IV

1 2 3 4 5
2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Baru Breakwater/Seawall dan melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - _ Ruang, _
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
Breakwater/Seawall dan Bangunan Kabupaten Umum,
Pengaman Pantai Lainnya Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
f Perwujudan Tanggul penahan longsor
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
(tanggul penahan longsor) Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
(tanggul penahan longsor) Kabupaten Umum,
Morowali - - Penataan -
Utara Ruang,
Perumahan

dan Kawasan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

Perwujudan Zona Perlindungan Setempat

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Permukiman
1.1.3 | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan melintas di seluruh SWP APBD Pekerjaan
Perkuatan Tebing (tanggul penahan longsor) Kabupaten Umum,
Morowali Penataan
Utara - - Ruang, -
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1.1

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

1.1.1 | Pembangunan Tanggul Sungai @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
o SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2 Utara - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok IC.2. dan Kawasan
Permukiman
1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
Tebing Sungai 1.A.2, dan Blok 1.A.3. Kabupaten Umum,
o SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2 Utara - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok IC.2. dan Kawasan
Permukiman
1.1.3 | Operasi dan Pemeliharaan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
Breakwater/Seawall dan Bangunan 1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
Pengaman Pantai Lainnya o SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali B B Penataan B
Blok 1.B.2 Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Blok IC.2. dan Kawasan
Permukiman
1.1.4 | Normalisasi/Restorasi Sungai @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3. Kabupaten Umum,
o SWP LB pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2 Utara - - Ruang, -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok IC.2. dan Kawasan
Permukiman
2 Program Penyelenggaraan Jalan
2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
2.1.1 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
Penyelenggaraan Jalan 1.A.2, dan Blok I.A.3. Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok I.B.2 Kabupaten - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok IC.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
2.1.2 | Pembangunan Jalan Inspeksi e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3. Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok 1.B.2 Kabupaten - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok IC.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
3 Program Kawasan Permukiman
3.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
3.1.1 | Pemasangan patok batas dan papan @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
informasi/peringatan ketentuan zona 1.A.2, dan Blok I.A.3. APBD Umum,
Perlindungan Setempat ® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten - - Penataan -
Blok 1.B.2 Morowali Ruang,
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan

dan Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

Lemb Perangkat
No Program Utama Lokasi TR moaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan l"‘rovu;’s.:i yan.g Kabupaten Kei)lefntmga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Blok IC.2. Permukiman
3.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 1.A.2, dan Blok I.A.3. Umum,
Permukiman di Zona Perlindungan Setempat (@ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok I.B.2 Kabupaten - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok IC.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b.1 Perwujudan Sub-Zona Rimba Kota
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk @ SWP I.A pada Blok I.A.3; dan Penunjang
RTH Rimba Kota o SWPI.C pada Blok L.C.2. APBD Urusan
Kabupaten - - . -
Morowali Pemerintahan
Utara Daerah
2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
2.1.1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa e SWP I.A pada Blok I.A.3; dan APBD
Rimba Kota o SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten B _ Lingkungan _
Morowali Hidup
Utara
b.2 Perwujudan Sub-Zona Taman Kota
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Penunjang
RTH Taman Kota Blok L.A.2. APBD Urusan
Kabupaten - - . -
Morowali Pemerintahan
Utara Daerah
2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
2.1.1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa SWP 1A pada Blok I.A.1 dan APBD
Taman Kota Blok I.A.2. Kabupaten Lingkungan
Morowali B ) Hidup )
Utara




Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Sumber I::z::;:r;:;g/ Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan l"‘rovu;’s.:i yagnig Kabupa;ten Kei)lefntmga
membidan, yan, n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
b.3 Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk @ SWP I.C pada Blok I.C.2. APBD Penunjang
RTH Taman Kecamatan Kabupaten Urusan
Morowali B B Pemerintahan B
Utara Daerah
2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
2.1.1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa e SWP I.C pada Blok I.C.2. APBD
Taman Kecamatan Kabupaten R B Lingkungan B
Morowali Hidup
Utara
b.4 Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk @ SWP I.A pada Blok I.A.2; APBD Penunjang
RTH Taman Kelurahan e SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan Kabupaten Urusan
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Morowali B B Pemerintahan B
Utara Daerah
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa ® SWP I.A pada Blok 1.A.2; APBD Lingkungan
Taman Kelurahan ® SWP I.B pada Blok I.B.2; dan Kabupaten _ ~ Hidup B
o SWP I.C pada Blok I.C.2. Morowali
Utara
Perwujudan Sub-Zona Pemakaman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk |e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD Penunjang
RTH Pemakaman Blok I.A.3 Kabupaten Urusan
o SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali - - Pemerintahan -
Blok .B.2 Utara Daerah
® SWP I.C pada Blok I.C.1.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1

TP-II "rp-m ‘ TP-IV

2.1.1

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemakaman

® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan
Blok I.A.3

e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2

® SWP I.C pada Blok I.C.1.

APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Lingkungan
Hidup

Perwujudan Zona Cagar Budaya

2025

2026

2027

2028 | 2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

Program Penataan Bangunan Gedung pada Sub-Zona Cagar Budaya

1.1

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1

Penataan Bangunan dan Lingkungan

® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan
Blok I.LA.3

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Balai Pelestarian
Cagar Budaya

Kebudayaan dan
Pariwisata

Kebudayaan
dan Pariwisata

Revitalisasi kawasan cagar budaya

® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan
Blok I.LA.3

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

Balai Pelestarian
Cagar Budaya

Kebudayaan dan
Pariwisata

Kebudayaan
dan Pariwisata

1.1.3

Pemeliharaan bangunan cagar budaya

® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan
Blok I.LA.3

e APBN

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD
Kabupaten

Morowali

Balai Pelestarian
Cagar Budaya

Kebudayaan dan
Pariwisata

Kebudayaan
dan Pariwisata




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Utara
d Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
1.1.1 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati SWP LA pada Blok [.A.1 APBD .
) X Lingkungan
Lainnya berupa Ekosistem Mangrove Kabupaten - - X -
) Hidup
Morowali
Utara
2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten
1.1.1 | Pengembangan Daya Tarik Wisata zona SWP LA pada Blok I.A.1 APBD
Ekosistem Mangrove Kabupaten - - Pariwisata -
Morowali
Utara
e Perwujudan Zona Badan Air
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
1.1.1 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
1 SDA WS Kewenangan Kabupaten 1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
o SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; dan Utara - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2. dan Kawasan
Permukiman
1.1.1 | Pembangunan Tanggul Sungai e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
2 1.A.2, dan Blok L.A.3; Kabupaten Umum,
o SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; dan Utara - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan

Blok I.C.2.

dan Kawasan
Permukiman




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1.1 | Normalisasi/ Restorasi Sungai ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
3 1.A.2, dan Blok I.A.3; Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok I.B.2; dan Kabupaten - - Ruang, -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok I.C.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
1.1.1 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
4 Tebing Sungai 1.A.2, dan Blok I.A.3; Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok I.B.2; dan Kabupaten - - Ruang, -
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok I.C.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
1.1.1 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
5 1.A.2, dan Blok .A.3; Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD Penataan
Blok I.B.2; dan Kabupaten - - Ruang, -
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Morowali Perumahan
Blok I.C.2. Utara dan Kawasan
Permukiman
B Perwujudan Rencana Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat
1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
1.1.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung (@ SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok
Pertanian Sesuai dengan Komoditas, 1.A.2, dan Blok I.A.3;
Teknologi dan Spesifik Lokasi e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD .
Kabupaten - - Pertanian -
Blok 1.B.2; dan Morowali
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
1.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD P .
- - ertanian -
1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten

Morowali




Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Sumber ﬁ:z::t:rl:l; ; Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Pendukung Pertanian e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Utara
Blok 1.B.2; dan
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.
2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
2.1.1 | Penyusunan Masterplan Pengembangan @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas 1.A.2, dan Blok 1.A.3;
Perkebunan e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan APBD .
Kabupaten - - Pertanian -
Blok I.B.2; dan Morowali
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara
Blok I.C.2.
3 Program Penanggulangan Bencana
3.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |@ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [ APBD
Kabupaten 1.A.2, dan Blok I.A.3; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Badan
Blok I.B.2; dan Tengah R Badan Penanggulanga B
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e APBD Penanggulangan n Bencana
Blok I.C.2. Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
b Perwujudan Zona Perikanan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perikanan Tangkap
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
1.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan e SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN
e APBD
Prov1ns1‘ Kelautan dan Kelautan dan - -
Sulawesi

Tengah

Perikanan

Perikanan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.1.1 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan e SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN
Tangkap e APBD
Prov1n314 Kelautan dan Kelautan dan - -
Sulawesi X -
Perikanan Perikanan
Tengah
2.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat e SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN
Pelelangan Ikan (TPI) e APBD
Prov1ns1‘ Kelautan dan Kelautan dan - -
Sulawesi X .
Perikanan Perikanan
Tengah
2.2.1 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan o SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) e APBD
Prov1ns1A Kelautan dan Kelautan dan - -
Sulawesi X .
Perikanan Perikanan
Tengah
2.2.2 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat e SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBN
Pelelangan Ikan (TPI) e APBD
Prov1n514 Kelautan dan Kelautan dan - -
Sulawesi X .
Perikanan Perikanan
Tengah
3 Program Penanggulangan Bencana
3.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana @ SWP I.A pada Blok I.A.1. e APBD
. Badan
Kabupaten Provinsi
Sulawesi _ Badan Penanggulanga B
T Penanggulangan n Bencana
engah Bencana Daerah D h
e APBD aera

Kabupaten




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . b .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Morowali
Utara
@ Perwujudan Zona Pariwisata
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1.1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
1.1.1 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik e SWP I.B pada Blok [.B.2; dan APBD Kebudayaan
Wisata Kawasan Perkotaan Kolonodale e SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten - - dan Pariwisata -
Morowali
Utara
1.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
1.2.1 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan [ SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan APBD Kebudayaan
Perkotaan Kolonodale ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten - - dan Pariwisata -
Morowali
Utara
1.2.2 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana [@ SWP I.B pada Blok I.B.2; dan APBD Kebudayaan
dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten - - dan Par}i,wisata -
Pariwisata Kawasan Perkotaan Kolonodale Morowali
Utara
1.2.3 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan @ SWP I.B pada Blok I.B.2; dan APBD Kebudavaan
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten - - dan Par}ilwisata -
Kawasan Perkotaan Kolonodale Morowali
Utara
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.1.1 | Pengadaan tanah untuk pengembangan obyek @ SWP I.B pada Blok I.B.2; dan APBD Kebudayaan
wisata ® SWP I1.C pada Blok I.C.2. Kabupaten - - dan Pariwisata -
Morowali
Utara
3 Program Penanggulangan Bencana
3.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana e SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan e APBD Badan Badan
Kabupaten ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Provinsi B Penanggulangan Penanggulanga )
Sulawesi Bencana Daerah n Bencana




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Tengah Daerah
APBD
Kabupaten
Morowali
Utara
d Perwujudan Zona Perumahan
d.1 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekeri
Izin Pembangunan dan Pengembangan Blok 1.A.3; Kabupaten exerjaan
Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik o SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali gmuin,
Blok 1.B.2; dan Utara B B Rzr::laan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber P IE;han Swasta
Blok I.C.2 pendanaan eru
lain yang dan Kawasan
sah Permukiman
1.1.2 | Penguatan dan Pembinaan kepada ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Pekerjaan
BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Blok I.A.3; APBD Umum,
Sederhana e SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok 1.B.2; dan Morowali - - Ruang, ~
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
1.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
Perumahan e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; dan Utara - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2 Program Kawasan Permukiman




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
2.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan Blok 1.A.3; APBD Umum,
Kawasaq Permukiman Terintegrasi Secara e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Elektronik Blok I.B.2; dan Morowali - - Ruang, .
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Blok I.A.3; APBD Umum,
Permukiman dan Permukiman Kumuh o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok I.B.2; dan Morowali - - Ruang, ~
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.2.1 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya @ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Pekerjaan
Masyarakat di Permukiman Kumuh Blok 1.A.3; APBD Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok 1.B.2; dan Morowali - - Ruang, B
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Pekerjaan
Penataan Pemugaran/Peremajaan Blok I.A.3; APBD Umum,
Permukiman Kumuh o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok 1.B.2; dan Morowali - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Utara Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2.3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.3.1 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
Detail Engineering Design (DED) Blok I.A.3; Kabupaten B B Umum, -
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh o SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan l"‘rovill:s.ii yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Blok I.B.2; dan Utara Ruang,
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2 dan Kawasan
Permukiman
2.3.2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Peketjaan
Blok .A.3; Kabupaten Umum
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penata;n
Blok I.B.2; dan Utara B B Ruang
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber Perum:ahan Swasta
Blok I.C.2 pendanaan
lain yang dan Kavx./asan
sah Permukiman
2.3.3 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekeriaan
Huni Beserta PSU Blok I.A.3; Kabupaten Umuxjn
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penata:eln
Blok 1.B.2; dan Utara B B Ruang
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber Perum;han Swasta
Blok I.C.2 pendanaan
lain yang dan Kav&./asan
sah Permukiman
2.3.4 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekeriaan
Peremajaan Permukiman Kumuh Blok I.A.3; Kabupaten Umm?n
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penata;n
Blok 1.B.2; dan Utara B B Ruang
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber Pemm;han Swasta
Blok I.C.2 pendanaan
lain yang dan Kavs./asan
sah Permukiman
2.3.5 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Peketjaan
Blok .A.3; Kabupaten Umum
® SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali Penata;n
Blok I.B.2; dan Utara B B Ruang
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Sumber Perum:ahan Swasta
Blok I.C.2 pendanaan
lain yang dan Kavs./asan
Permukiman

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
3.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD Pekeri
Umum di Perumahan untuk Menunjang Blok I.A.3; Kabupaten Ue erjaan
Fungsi Hunian e SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Morowali P;‘;z;n
Blok 1.B.2; dan Utara B B Ruan.
o SWPI.C pada Blok I.C.1 dan e Sumber & Swasta
Perumahan
Blok I.C.2 pendanaan
lain van dan Kawasan
yang Permukiman
sah
4 Program Penanggulangan Bencana
4.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |@ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD
Kabupaten Blok I.A.3; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Badan
Blok I.B.2; dan Tengah B Badan Penanggulanga
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e APBD Penanggulangan n Bencana -
Blok 1.C.2 Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
d.2 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD .
. Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan Blok I.A.2; Kabupaten
Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik o SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Umum,
Penataan
Blok I.B.2; Utara B B Ruan.
e SWP I.C pada Blok I.C.1. o Sumber & Swasta
Perumahan
pendanaan
lain van dan Kawasan
yang Permukiman

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1.2 | Penguatan dan Pembinaan kepada ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Blok I.A.2; Kabupaten Umum,
Sederhana o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; Utara - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Blok I.A.2; Kabupaten Umum,
Perumahan ® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; Utara - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2 Program Kawasan Permukiman
2.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan Blok I.A.2; Kabupaten Umum,
Kawasar{ Permukiman Terintegrasi Secara o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Elektronik Blok 1.B.2; Utara - - Ruang, )
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan APBD Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Blok I.A.2; Kabupaten Umum,
Permukiman dan Permukiman Kumuh o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; Utara - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
3.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD Pekerjaan
Umum di Perumahan untuk Menunjang Blok I.A.2; Kabupaten Umum,
Fungsi Hunian e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; Utara B ) Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1. o Sumber Perumahan Swasta
pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
4 Program Penanggulangan Bencana
4.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |@ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD
Kabupaten Blok I.A.2; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Badan
Blok I.B.2; Tengah B Badan Penanggulanga
® SWP I.C pada Blok I.C.1. e APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
d.3 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan 1.A.2, Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik o SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2; dan Utara B ) Ruang,
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e Sumber Perumahan Swasta
Blok I.C.2. pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
1.1.2 | Penguatan dan Pembinaan kepada ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah 1.A.2, Blok I.A.3; Kabupaten - - Umum,
Sederhana o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan B
Blok 1.B.2; dan Utara Ruang,




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2. dan Kawasan
Permukiman
1.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan 1.A.2, Blok [.A.3; Kabupaten Umum,
Perumahan o SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok 1.B.2; dan Utara - - Ruang, ~
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2. dan Kawasan
Permukiman
2 Program Kawasan Permukiman
2.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten Umum,
Kawasan. Permukiman Terintegrasi Secara o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Elektronik Blok I.B.2; dan Utara - - Ruang, B
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2. dan Kawasan
Permukiman
2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
Permukiman dan Permukiman Kumuh e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penataan
Blok I.B.2; dan Utara - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Perumahan
Blok I.C.2. dan Kawasan
Permukiman
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
3.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pekerjaan
Umum di Perumahan untuk Menunjang 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten Umum,
Fungsi Hunian o SWP LB pada Blok I.B.1 dan Morowali B B Penataan Swasta
Blok 1.B.2; dan Utara Ruang,
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan o Sumber Perumahan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Blok I.C.2. pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
4 Program Penanggulangan Bencana
4.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |[@ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok |¢ APBD
Kabupaten 1.A.2, dan Blok I.A.3; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Badan
Blok I.B.2; dan Tengah ~ Badan Penanggulanga
e SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e APBD Penanggulangan n Bencana -
Blok I.C.2. Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
e Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum
e.l Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali
Blok I.B.2. Utara B B Kesehatan
® Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
Kesehatan 1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali - - Kesehatan ~
Blok I.B.2. Utara
1.1.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD - - Kesehatan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali
Blok I.B.2. Utara
1.1.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali - - Kesehatan B
Blok I.B.2. Utara
1.1.5 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
Kesehatan Lainnya 1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali
Blok I.B.2. Utara B B Kesehatan
Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2.2.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Provinsi
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi
Blok I.B.2. Tengah
QZEE aten Pendidikan
pa - Pendidikan Pemudah dan
Morowali Swasta
Olahraga
Utara
Sumber
pendanaan
lain yang
sah
2.2.2 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pendidikan
Ruangan 1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Provinsi - Pendidik Pemudah dan S "
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi endidizan Olahraga wasta

Tengah




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang

Perangkat Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentinga
n Lainnya

Waktu Pelaksanaan

TP-1 TP-II "rp-m ‘ TP-IV

2030-

Blok I.B.2.

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

o Sumber
pendanaan
lain yang
sah

2.2.3

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan

e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2.

e APBD
Provinsi
Sulawesi
Tengah

e APBD

Kabupaten

Morowali

Utara

Sumber

pendanaan

lain yang
sah

Pendidikan

Pendidikan
Pemudah dan
Olahraga

Swasta

2.3

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2.3.1

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan

® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2.

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

e Sumber
pendanaan
lain yang
sah

Pendidikan
Pemudah dan
Olahraga

Swasta

2.3.2

Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan

Ruangan

e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok I.A.3; dan

e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok I.B.2.

e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara

o Sumber
pendanaan

lain yang

Pendidikan
Pemudah dan
Olahraga

Swasta

2025

2026

2034

2027 | 2028 | 2029

2035-
2039

2040-
2044




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II ‘ TP-IIT ‘ TP-IV
Urusan l"‘rovill:s.ii yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
sah
2.3.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
Utilitas Sekolah 1.A.2, dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Pendidikan
Blok I.B.2. Utara
- - Pemudah dan
® Sumber Swasta
pendanaan Olahraga
lain yang
sah
2.4 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
2.4.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Pemudah dan
Kesetaraan e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2. Utara
e Sumber B ) Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2.4.2 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten Pemudah dan
Formal/Kesetaraan e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2. Utara
e Sumber B B Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2.4.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pendidikan
Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten Pemudah dan
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2. Utara
e Sumber B B Swasta
pendanaan
lain yang

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
3.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten Pemudah dan
Kabupaten e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2. Utara B B
e Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
4.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1.1 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
Lainnya 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
o SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali R _ Penelitian dan
Blok I.B.2. Utara Pengembangan -
Daerah
4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
2 Kantor atau Bangunan Lainnya 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali _ _ Penelitian dan
Blok I.B.2. Utara Pengembangan -
Daerah
4.1. Pengadaan tanah untuk pengembangan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
3 sarana pelayanan umum 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
e SWP L.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali - - Penelitian dan .
Blok L.B.2. Utara Pengembangan
Daerah
5 Program Penanggulangan Bencana
5.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
5.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
1 Kabupaten 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi d
Blok I.B.2. Tengah ~ Badan Ea an 1
e APBD Penanggulangan enangsulanga =
n Bencana
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD
1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali
Utara
e Sumber B ) Kesehatan Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
Kesehatan 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali - - Kesehatan B
Utara
1.1.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali - - Kesehatan B
Utara
1.1.5 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok @ APBD
Kesehatan Lainnya 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Kesehat
o SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali B B cesehatan Swasta
Utara

o Sumber




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.1.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah @ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali Pendidikan
Utara
- - Pemudah dan
Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.1.2 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
Ruangan 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP 1.B pada Blok I.B.1. Morowali Pendidikan
Utara
- - Pemudah dan
Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.1.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD
Utilitas Sekolah 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali Pendidikan
Utara
- - Pemudah dan
Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.2.1 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Pendidikan
Utilitas Sekolah 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten - - Pemudah dan Swasta
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali Olahraga W

Utara




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
® Sumber
pendanaan
lain yang
sah
2.2.2 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD
1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. gtc;r:):rah Pendidikan
- - Pemudah dan
® Sumber Olah Swasta
pendanaan ahraga
lain yang
sah
2.2.3 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD
Ruangan 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. gtc;r::/ah Pendidikan
- - Pemudah dan
o Sumber Olah Swasta
pendanaan ahraga
lain yang
sah
2.3 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
2.3.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang o SWP I.A pada Blok I.LA.1, Blok | APBD
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten
Kesetaraan e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali s s
Utara Pendidikan
- - Pemudah dan
® Sumber Olahraga Swasta
pendanaan g
lain yang
sah
2.3.2 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten L
Formal/Kesetaraan o SWP LB pada Blok L.B.1. Morowali Pendidikan
- - Pemudah dan
Utara Swasta
o Sumber Olahraga
pendanaan

lain yang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
sah
2.3.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali Pendidikan
Utara
- - Pemudah dan
o Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
8l Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
3.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten
Kabupaten i
p e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali Pendidikan
Utara
- - Pemudah dan
o Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
4.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1.1 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
Lainnya 1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
e SWP 1.B pada Blok 1.B.1. Morowali _ _ Penelitian dan
Utara Pengembangan -
Daerah
4.1. ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
2 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung ® SWP L.B pada Blok .B.1. Morowali - - Penelitian dan
Utara Pengembangan -

Kantor atau Bangunan Lainnya

Daerah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
4.1. ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok APBD Perencanaan
3 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Kabupaten Pembangunan,
Pengadaan tanah untuk Pengembangan e SWP I.B pada Blok I.B.1. Morowali - - Penelitian dan _
Sarana Pelayanan Umum Utara Pengembangan
Daerah
5 Program Penanggulangan Bencana
5.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5.1. e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
1 1.A.2 dan Blok I.A.3; dan Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1. Sulawesi
Tengah Badan Badan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana e APBD - Penanggulanga | Penanggulanga ~
Kabupaten Kab n Bencana n Bencana
& upatfen Daerah Daerah
Morowali
Utara
e.3 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
1.1.1 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD
Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali
Blok I.B.2; dan Utara B B Keschatan
® SWP I.C pada Blok I.C.1. o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.5 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD
Kesehatan Lainnya Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Kesehat
Blok 1.B.2; dan Utara - B esehatan Swasta
® SWP I.C pada Blok I.C.1. ® Sumber
pendanaan

lain yang




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
sah
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.1 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD
Utilitas Sekolah Blok I.A.3; Kabupaten
® SWP 1.B pada Blok I1.B.1 dan Morowali Pendidikan
Blok I.B.2; dan Utara B B Pemudah dan
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.1.2 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD
Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Pendidikan
Blok I.B.2; dan Utara B ) Pemudah dan
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.1.3 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD
Ruangan Blok I.A.3; Kabupaten
® SWP I.B pada Blok I1.B.1 dan Morowali Pendidikan
Blok I.B.2; dan Utara B B Pemudah dan
® SWPI.C pada Blok I.C.1. Sumber Y Swasta
Olahraga
pendanaan
lain yang
sah
2.2 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.2.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru PAUD Blok [.A.3; Kabupaten Pemudah dan
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali - - Olahraga S "
Blok 1.B.2; dan Utara wasta
® SWP I.C pada Blok I.C.1. Sumber

pendanaan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II ‘ TP-IIT ‘ TP-IV
Urusan l"‘rovill:s.ii yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
lain yang
sah
2.2.2 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru PAUD Blok .A.3; Kabupaten Pemudah dan
® SWP I.B pada Blok I1.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2; dan Utara
® SWP I.C pada Blok I.C.1. e Sumber B B Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2.2.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Utilitas PAUD Blok I.A.3; Kabupaten Pemudah dan
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2; dan Utara
e SWP I.C pada Blok I.C.1. e Sumber B B Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2.3 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
2.3.1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Blok I.A.3; Kabupaten Pemudah dan
Kesetaraan e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok 1.B.2; dan Utara
® SWP I.C pada Blok I.C.1. e Sumber B ) Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2.3.2 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang o SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Blok 1.A.3; Kabupaten Pemudah dan
Formal/Kesetaraan ® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok 1.B.2; dan Utara
® SWPI.C pada Blok I.C.1. e Sumber B B Swasta
pendanaan
lain yang

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044
2.3.3 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Blok I.A.3; Kabupaten Pemudah dan
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok I.B.2; dan Utara B )
® SWP I.C pada Blok I.C.1. o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
3.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan ® SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Blok I.A.3; Kabupaten Pemudah dan
Kabupaten e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Olahraga
Blok 1.B.2; dan Utara B )
® SWP I.C pada Blok I.C.1. e Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
4.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1.1 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD Perencanaan
Lainnya Blok .A.3; Kabupaten Pembangunan,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali R _ Penelitian dan
Blok 1.B.2; dan Utara Pengembangan -
o SWP I.C pada Blok I.C.1. Daerah
4.1. e SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD Perencanaan
2 Blok I.A.3; Kabupaten Pembangunan,
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung ® SWP LB pada Blok I.B.1 dan Morowali - - gzgegrl?;sa:n )
Kantor atau Bangunan Lainnya Blok I.B.2; dan Utara b & h g
® SWP I.C pada Blok I.C.1. aer
4.1. Pengadaan Tanah untuk Pengembangan o SWP I.A pada Blok I.A.2 dan APBD - - Perencanaan
3 Sarana Pelayanan Umum Blok I.A.3; Kabupaten Pembangunan, -




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
® SWP 1.B pada Blok I1.B.1 dan Morowali Penelitian dan
Blok I.B.2; dan Utara Pengembangan
e SWP I.C pada Blok I.C.1. Daerah
5 Program Penanggulangan Bencana
5.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5.1. o SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBD
1 Blok I.A.3; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Bad
. s Blok I.B.2; dan Tengah Badan adan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana e SWP L.C pada Blok 1.C.1. e APBD - Penanggulangan Penanggulanga B
Kabupaten Kab Bencana Daerah n Bencana
a upatfen i T Daerah
Morowali
Utara
f Perwujudan Zona campuran
f.1 Perwujudan Sub-Zona campuran intensitas tinggi
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan e SWP I.A pada Blok I.LA.1, Blok | APBD Perindustrian
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten dan
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Perdagangan
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara B B
® Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Perindustrian
Perdagangan 1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten dan
e SWP I.B pada Bl Morowali Perdagangan
® ok I.B.1; dan Utara B B Swasta
® SWP I.C pada Blok I.C.2. e Sumber
pendanaan

lain yang




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
sah
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok |¢ APBD Pekerjaan
Umum di Perumahan untuk Menunjang 1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
Fungsi Hunian © SWP L.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Penataan
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara B B Ruang,
o Sumber Perumahan Swasta
pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
3 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8l Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
3.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Penataan
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara B B Ruang,
o Sumber Perumahan Swasta
pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
3.1.2 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Pekerjaan
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Umum,
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Penataan
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara B ) Ruang,
® Sumber Perumahan Swasta
pendanaan dan Kawasan
lain yang Permukiman
sah
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
4.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
4.1.1 | Pengadaan tanah untuk Pengembangan Zona (@ SWP I.A pada Blok I.A.2 dan e APBN e Perencanaan
Campuran Intensitas Tinggi Blok I.A.3; dan e APBD Pembangunan,
e SWP I.C pada Blok I.C.2 Kabupaten Penelitian dan
Morowali Pengembangan
Utara Pekerjaan Umum Daera.h
o Sumber ® Pekerjaan
dan Perumahan -
pendanaan Umum, Swasta
i Rakyat
lain yang Penataan
sah Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
5 Program Penanggulangan Bencana
5.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana @ SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
1.1 Kabupaten 1.A.2 dan Blok I.A.3; Provinsi
® SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Sulawesi Badan
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Tengah B Badan Penanggulanga
e APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
f.2 Perwujudan Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Perindustrian
Blok 1.B.2; dan Utara B B dan
® SWP I.C pada Blok I.C.1. o Sumber Swasta
Perdagangan
pendanaan
lain yang
sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD
Perdagangan 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Perindustrian
Blok I.B.2; dan Utara B ) dan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 o Sumber Swasta
pendanaan Perdagangan
lain yang
sah
2 Program Pengembangan Perumahan
2.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Peker
Izin Pembangunan dan Pengembangan I.A.2, dan Blok LA.3; Kabupaten ekerjaan
Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik o SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Morowali I;mum,
Blok 1.B.2; dan Utara _ ) Ponataan
® SWP I.C pada Blok I.C.1 e Sumber Peru n%;\han Swasta
pendanaan
lain yang dan Kawasan
sah Permukiman
2.1.2 | Penguatan dan Pembinaan kepada e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah 1.A.2, dan Blok 1.A.3; APBD Umum,
Sederhana o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok 1.B.2; dan Morowali - - Ruang, B
® SWP I.C pada Blok I.C.1 Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan 1.A.2, dan Blok 1.A.3; APBD Umum,
Perumahan o SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok 1.B.2; dan Morowali - - Ruang, B
e SWP I.C pada Blok I.C.1 Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3 Program Kawasan Permukiman




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
3.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
3.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
Izin Pembangunan dan Pengembangan 1.A.2, dan Blok I.A.3; APBD Umum,
Kawasaq Permukiman Terintegrasi Secara e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Elektronik Blok I.B.2; dan Morowali - - Ruang, .
® SWP I.C pada Blok I.C.1 Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 1.A.2, dan Blok 1.A.3; APBD Umum,
Permukiman dan Permukiman Kumuh © SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Kabupaten Penataan
Blok I.B.2; dan Morowali - - Ruang, ~
® SWP I.C pada Blok I.C.1 Utara Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
4.1.1 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Pekeri
Umum di Perumahan untuk Menunjang 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten Ue erjaan
Fungsi Hunian e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Pmu:ﬂ,
Blok I.B.2; dan Utara i _ Rir;i aan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 e Sumber o rﬁyahan Swasta
pendanaan
lain yang dan Kawasan
sah Permukiman
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
5.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1.1 | Pengadaan tanah untuk zona campuran e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Pekerjaan
intensitas menengah/sedang 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten Umum,
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali - - Penataan S "
Blok I.B.2; dan Utara Ruang, wasta
e SWP I.C pada Blok I.C.1 o Sumber Perumahan

pendanaan

dan Kawasan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
lain yang Permukiman
sah
6 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
6.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
6.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Pekeriaan
1.A.2, dan Blok .A.3; Kabupaten U IJn
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penata;ln
Blok 1.B.2; dan Utara B B Ruan
e SWP I.C pada Blok I.C.1 e Sumber & Swasta
danaan Perumahan
ll;e; an dan Kawasan
yang Permukiman
sah
6.1.2 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ® SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok |« APBD Pekeriaan
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten Um rJn
e SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Morowali Penlallta;m
Blok I.B.2; dan Utara B B Ruan
e SWP 1.C pada Blok I.C.1 o Sumber 8 Swasta
endanaan Perumahan
fain an dan Kawasan
yang Permukiman
sah
7 Program Penanggulangan Bencana
7.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |®¢ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [¢ APBD
Kabupaten 1.A.2, dan Blok I.A.3; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Badan
Blok I.B.2; dan Tengah B Badan Penanggulanga
e SWP I.C pada Blok I.C.1 e APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
g Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa

g.1

Perwujudan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan e SWP I.A pada Blok I.LA.1, Blok |« APBD
1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Perindustrian
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara
- - dan
e Sumber Swasta
Perdagangan
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD
Perdagangan 1.A.2, dan Blok I.A.3; Kabupaten
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Perindustrian
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara
- - dan
® Sumber Swasta
Perdagangan
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBD Koperasi Usaha
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, 1.A.2, dan Blok .A.3; Kabupaten Kecil, dan
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi o SWP 1.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Menengah
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan o SWPI.C pada Blok 1.C.2. Utara
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah o Sumber - - Swasta
Kabupaten pendanaan
lain yang
sah
3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
3.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3.1.1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha |@¢ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [¢ APBD - - Koperasi Usaha

Mikro

1.A.2, dan Blok I.A.3;

Kabupaten

Kecil, dan

Swasta




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
® SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Menengah
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Utara
e Sumber
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Pengembangan Umkm
4.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4.1.1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok ¢ APBD Koperasi Usaha
dalam Pengembangan Produksi dan 1.A.2, dan Blok 1.A.3; Kabupaten Kecil, dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain o SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Morowali Menengah
dan Teknologi ® SWP I.C pada Blok .C.2. Utara . )
o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
5.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1.1 | Pengadaan tanah untuk sarana perdagangan [¢ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN ® Perencanaan
dan jasa Blok I.A.3; dan e APBD Pembangunan,
e SWP I.C pada Blok I.C.2 Kabupaten Penelitian dan
Morowali Pengembangan
Utara Daerah
e Sumber Pekerjaan Umum . e Pekerjaan
pendanaan Umum, Swasta
lain yang Penataan
sah Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
6 Program Penanggulangan Bencana
6.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
6.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana SWP I.A pada Blok I.LA.1, Blok | APBD
Kabupaten 1.A.2, dan Blok I.A.3. Provinsi
Sulawesi Badan
Tengah . Badan Penanggulanga
e APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
g.2 Perwujudan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan SWP LA pada Blok I.LA.3 e APBD Perindustrian
Kabupaten dan
Morowali Perdagangan
Utara . B
® Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi SWP LA pada Blok .LA.3 e APBD Perindustrian
Perdagangan Kabupaten dan
Morowali Perdagangan
Utara ) B
o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan SWP LA pada Blok .LA.3 e APBD Koperasi Usaha
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Kabupaten _ _ Kecil, dan
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Morowali Menengah Swasta
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Utara

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
Kabupaten ® Sumber
pendanaan
lain yang
sah
3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
8l Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3.1.1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha | SWP L.A pada Blok .A.3 e APBD Koperasi Usaha
Mikro Kabupaten Kecil, dan
Morowali Menengah
Utara . B
o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Pengembangan Umkm
4.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4.1.1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil SWP I.A pada Blok I.A.3 e APBD Koperasi Usaha
dalam Pengembangan Produksi dan Kabupaten Kecil, dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Morowali Menengah
dan Teknologi Utara
e Sumber ) B Swasta
pendanaan
lain yang
sah
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
5.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1.1 | Pengadaan tanah untuk sarana perdagangan e APBD Koperasi Usaha
dan jasa Kabupaten Kecil, dan
Morowali - - Menengah
Swasta
Utara
® Sumber

pendanaan




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
lain yang
sah
6 Program Penanggulangan Bencana
6.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
6.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana SWP LA pada Blok [.A.3 APBD
Kabupaten Provinsi
Sulawesi Badan
Tengah ) Badan Penanggulanga
APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
g3 Perwujudan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan e SWP I.B pada Blok I.B.2; dan APBD Perindustrian
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten dan
Morowali Perdagangan
Utara ) B
Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi e SWP I.B pada Blok I.B.2; dan APBD Perindustrian
Perdagangan ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten dan
Morowali Perdagangan
Utara . B
Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::tahan di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
ang
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
2.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
2.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan e SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan | APBD
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, o SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Morowali X
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Utara Koperasi Usaha
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah o Sumber - - Kecil, dan Swasta
Kabupaten pendanaan Menengah
lain yang
sah
3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
8l Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3.1.1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha [ SWP I.B pada Blok I.B.2; dan |¢ APBD Koperasi Usaha
Mikro ® SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten Kecil, dan
Morowali Menengah
Utara . B
® Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
4 Program Pengembangan Umkm
4.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4.1.1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil e SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan | APBD Koperasi Usaha
dalam Pengembangan Produksi dan e SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten Kecil, dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Morowali Menengah
dan Teknologi Utara
e Sumber ) B Swasta
pendanaan
lain yang
sah
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
5.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
5.1.1 | Pengadaan tanah untuk sarana perdagangan (¢ SWP I.B pada Blok I.B.2; dan | APBD Koperasi Usaha
dan jasa e SWP I.C pada Blok I.C.2. Kabupaten Kecil, dan
Morowali Menengah
Utara . B
o Sumber Swasta
pendanaan
lain yang
sah
6 Program Penanggulangan Bencana
6.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
6.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | SWP I.B pada Blok I.B.2; dan e APBD
Kabupaten e SWP I.C pada Blok I.C.2. Provinsi
Sulawesi Badan
Tengah ) Badan Penanggulanga
e APBD Penanggulangan n Bencana -
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali
Utara
h Perwujudan Zona Perkantoran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN
Blok 1.LA.2; e APBD Prov.
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Sulawesi
® SWPI.C pada Blok 1.C.2. Tengah Perencanaan Perencanaan
e APBD Pembangunan, Pembangunan,
Kabupaten Instansi Vertikal Penelitian dan Penelitian dan
Morowali Negara Pengembangan Pengembangan Swasta
Utara Daerah Daerah
® Sumber
pendanaan
lain yang

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan l"‘rovu;’s.:i yan.g Kabupaten Kei)lefntmga
membidan, an, n Lainnya
Peme;::::han 4 ¢ menyabidgangi Y ! 2 3 ¢ ® | 2080- | 2035. | 2040-
¢ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
1.1.2 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan ® SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN Perencanaan Perencanaan
Lainnya Blok 1.A.2; e APBD Prov. Pembangunan, Pembangunan,
® SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan Sulawesi Penelitian dan Penelitian dan
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Tengah Pengembangan Pengembangan
o APBD Daerah Daerah
Kabupaten Instansi Vertikal
Morowali Negara Swasta
Utara
o Sumber
pendanaan
lain yang
sah
1.1.3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung o SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN Perencanaan Perencanaan
Kantor atau Bangunan Lainnya Blok 1.A.2; e APBD Prov. Pembangunan, Pembangunan,
® SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan Sulawesi Penelitian dan Penelitian dan
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Tengah Pengembangan Pengembangan
e APBD Daerah Daerah
Kabupaten Instansi Vertikal
Morowali Negara Swasta
Utara
® Sumber
pendanaan
lain yang
sah
1.1.4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung (e SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN Perencanaan Perencanaan
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Blok [.A.2; e APBD Prov. Pembangunan, Pembangunan,
® SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan Sulawesi Penelitian dan Penelitian dan
® SWP I.C pada Blok 1.C.2. Tengah Pengembangan Pengembangan
o APBD Daerah Daerah
Kabupaten Instansi Vertikal
Morowali Negara Swasta
Utara
® Sumber
pendanaan
lain yang
sah
1.1.5 | Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran (@ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBN Instansi Vertikal Perencanaan Perencanaan Swasta
Blok I.A.2; e APBD Prov. Pembangunan, Pembangunan,




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
® SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Sulawesi Negara Penelitian dan Penelitian dan
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Tengah Pengembangan Pengembangan
o APBD Daerah Daerah
Kabupaten
Morowali
Utara
o Sumber
pendanaan
lain yang
sah
2 Program Penanggulangan Bencana
2.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana @ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan e APBD
Kabupaten Blok [.A.2; Provinsi
e SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Sulawesi d
e SWP I.C pada Blok I.C.2. Tengah Badan Badan
- Penanggulanga
e APBD Penanggulangan -
Kabupaten Bencana Daerah n Bencana
abupate Daerah
Morowali
Utara
i Perwujudan Zona Transportasi
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
1.1.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana SWP I.B pada Blok I.B.1. e APBN
Terminal e APBD Prov.
Sulawesi
Tengah
e APED Perhubungan Perhubungan Perhubungan B
Kabupaten
Morowali
Utara
1.1.2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal SWP 1.B pada Blok I.B.1. o APBN Perhubungan Perhubungan Perhubungan

e APBD Prov.




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
PemeBr::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
(Fasilitas Utama dan Pendukung Sulawesi
Tengah
e APBD
Kabupaten
Morowali
Utara
2 Program Pengelolaan Pelayaran
2.1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
2.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan SWP I.C pada Blok I.C.2. APBN Perhubungan B . B
Penyeberangan
2.1.2 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan SWP I.C pada Blok I.C.2. APBN Perhubungan B . B
pelabuhan Penyeberangan
2.2 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul
2.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan SWP 1A pada Blok I.A.1. APBN Perhubungan B ) B
Pengumpul
2.1.2 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan SWP I.A pada Blok I.A.1. APBN Perhubungan B . B
pelabuhan Pengumpul
2.1.3 | Pengadaan tanah untuk zona transportasi SWP I.A pada Blok I.A.1. APBN
Perhubungan - - -
8 Program Penanggulangan Bencana
3.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |@ SWP I.A pada Blok I.A.1; e APBD
Kabupaten ® SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Provinsi
® SWP I.C pada Blok I.C.2. Sulawesi Bad
Tengah - Badan P:n:;l langa -
e APBD Penanggulangan sguang
n Bencana
Kabupaten Bencana Daerah Daerah
Morowali

Utara




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

q Sumber Lembaga yang Perangkat
No Program Utama Lokasi Pendanasn | Menyelenggarakan Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
j Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan
1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
1.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan ¢ Polsek Petasia terdapat di e APBN
SWP LA pada Blok [.A.1; e APBD Prov. P h
« Koramil 1311-03 Petasia Sulawesi ~ |° -ertahanan
terdapat di SWP I.A pada Tengah e Tentara Nasional
Blok 1.A.3; e APBD Indon.es.la . Pekerjaan
e Lahan kosong milik TNI Kabupaten u KepOhS.l an . Pekerjaan Umum Umum dan PT.
terdapat di SWP LA pada Morowali Repub.hk Indonesia | dan Penataan Penataan Pertamina
Blok I.A.3; dan Utara e Energi dan Ruang Ruang
e Depo Terminal BBM o Sumber Sumber Daya
Kolonodale terdapat di SWP endanaan Mineral
LA pada Blok LA.1. pe
lain yang
sah
2 Program Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
2.1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
2.1.1 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Depo Terminal BBM Kolonodale @ APBN
Penyimpanan Bahan Bakar terdapat di SWP I.A pada Blok [ Sumber o Enerei dan
LA.1. pendanaan g
lain van Sumber Daya _ R PT.
::h yang Mineral Pertamina
2.1.2 | Pemenuhan fasilitas Sarana Penyimpanan Depo Terminal BBM Kolonodale ¢ APBN
Bahan Bakar terdapat di SWP I.A pada Blok [ Sumber e Energi dan
LA-1. f)air;de;r;aan Sumber Daya ~ R PT.
sah yang Mineral Pertamina
.
2.1.3 | Pengembangan Sarana Penyimpanan Bahan Depo Terminal BBM Kolonodale ¢ APBN e E i d
Bakar terdapat di SWP I.A pada Blok (e Sumber nergt dan
Sumber Daya PT.
LA.1. pendanaan X - - .
. Mineral Pertamina
lain yang

sah




Pelaksana

Kementerian /

Waktu Pelaksanaan

Sumber Lembaga yan, Perangkat
No Program Utama Lokasi 8a yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-1 TP-II | TP-III | TP-IV
Pendanaan | Menyelenggarakan . .
Urusan Provinsi yang Kabupaten Kepentinga
membidangi yang n Lainnya 1 2 3 4 5
Peme;::::l;an di membidangi 2030- | 2035- | 2040-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2034 | 2039 | 2044
L
3 Program Penanggulangan Bencana
3.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.1.1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ¢ Polsek Petasia terdapat di e APBD
SWP LA pada Blok [.A.1; Provinsi
e Koramil 1311-03 Petasia Sulawesi
terdapat di SWP I.A pada Tengah Badan
Blok 1.A.3; o APBD B Badan Penanggulanga
e Lahan kosong milik TNI Kabupaten Penanggulangan -
) n Bencana
terdapat di SWP L.A pada Morowali Bencana Daerah Daerah
Blok 1.A.3; .dan Utara
e Depo Terminal BBM
Kolonodale terdapat di SWP
I.A pada Blok [.A.1.
k Perwujudan Zona Badan Jalan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan
1.1.1 | Pemeliharaan berkala badan Jalan e SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [¢ APBN
1.A.2, dan Blok I.A.3; e APBD Prov.
® SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi
Blok I.B.2; dan Tengah
® SWP I.C pada Blok I.C.1 dan e APBD Pekeriaan
Blok I.C.2. Kabupaten Pekerjaan Umum J
. . Umum dan
Morowali Pekerjaan Umum dan Penataan Swasta
Penataan
Utara Ruang Ruan.
o Sumber &
pendanaan
lain yang
sah
1.1.2 | Pemeliharaan rutin badan jalan o SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok | APBN
1.A.2, dan Blok I.A.3; e APBD Prov. Pekeri U Pekerjaan
o SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Sulawesi Pekerjaan Umum ckerjaan ium Umum dan
dan Penataan Swasta
Blok I.B.2; dan Tengah R Penataan
o SWPI.C pada Blok I.C.1 dan  |e APBD nang Ruang

Blok I.C.2.

Kabupaten




Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Kementerian / Perangkat
Sumber Lembaga yang
N Pro: Utama Perangkat Daerah Daerah Pemangku TPI TP-II l TP-III l TP-IV
o gram Pendanaan llanyel;enauahn i Exbuoaten Kapaitings
Peparis membidangi yang
Pemerintahan di membidangi
Bidang

Morowali
Utara

ON HEHI




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Zona Lindung Zona Budi Daya
Kegiatan

u Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
| 006 [Pertanian Ancka Kacang Hortikultura [ 18 |
Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Bij an
Penghasil Minyak Lainnya
14

(Bukan Bit Gula)

Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) T3

Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang

Perumahan

Badan Air
Pariwisata
Perumahan
Kepadatan Tinggi
Kepadatan Sedang
Perumahan
Kepadatan Rendah

g
g
5
5
&
]
B
3
S
5
5

£
052 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong

053 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah
embibitan Dan Budidaya Kerbau Potong
Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah
Peternakan Kuda dan Sejenisnya
058 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong

59 [ Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah

M Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah

o

61
62
63

o

roduksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool

o
el

eternakan Babi

o
w

udidaya Ayam Ras Pedaging




No

Kegiatan

064

Budidaya Ayam Ras Petelur

065

Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya

066

Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya

067

Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek

068

Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh

069

Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati

070

Pembibitan Ayam Ras

Zona Lindung

Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Tinggi

Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan

2
N

]
&

+*| Kepadatan Rendah

Zona Budi Daya




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

H Badan Air

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Z ————

Jasa Pemupukan, Penanaman Benih dan Pengendalian
Hama dan Gulma

T e ———

5 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan

Perburuan dan Penangkapan Primata
Perburuan dan Penangkapan Mamalia
Perburuan dan Penangkapan Reptil

erburuan dan Penangkapan Burung

m Perburuan dan Penangkapan Insekta

091 Per Penangkapan Satwa Li

Penangkaran Primata
Penangkaran Reptil
Penangkaran Insekta

n

a

P

k

1
T
28K
[PemungutanMadu ] w8 | m [ 1 | m [ 1w | 18 [ 18 [ T |
|Penangkapan Pisces/lkan Bersirip DiLaut |

T

T

98 | Penangkaran Ikan dan Coral/Karang

gkap: iar Lain:
102
104 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut
n/ bilan Induk/Benih Ikan Di Laut
Penangkapan Coelenterata Di Laut

‘buruan en:
angkaran ali
angkaran ng
angkaran Anggrek
ungutan Madu
angkapan/Pengaml
angkapai an

el
e
el
Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya
e
el
el

P
P
P
P
P
P

0 [Penangkapan Pisces/lkan Bersirip Di Perairan Darat |
1[Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat |

113 Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat
114 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan
darat

Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
116 |Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat

Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut

Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut

Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat

Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat

Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat

Budidaya Karang (Coral)
Pembesaran Mollusca Laut
Pembesaran Crustacea Laut

Pembesaran Tumbuhan Laut




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona Perumahan (R)
Kegiatan
| r2 | | ra |

Budidaya Biota Air Laut Lainnya

Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam

131

ol

embesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung

—_
w
IS

R
=
g
g
=
5
E2

embesaran lkan Air Tawar Di Karamba

ir Tawar Di Sawah

W

udidaya Ikan Hias Air Tawar

Pembenihan Ikan Air Tawar

g

embesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap

Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya

139

Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

[ 142]

Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar

[1a4]
Pembenihan Ikan Air Payau
Pembesaran Mollusca Air Payau

Pembesaran Tumbuhan Air Payau
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154

[ 154]
| 155
[ 156]

Penggalian Gips

Penggalian Tras

Penggalian Batu Apung

158 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya
159 |Ekstraksi Garam

ul|la

160 |Aktivitas Penunjang pertambangan penggalian lainnya

Industri Pengolahan

—_
J

Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan
Unggas

Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas

Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan
Daging Unggas

Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan

Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan

Industri Pembekuan Ikan

Industri Pemindangan Tkan

Industri Peragian/Fermentasi Ikan

Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi

170 |Industri Pendinginan/Pengesan Ikan

Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan

—
<)
—




Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Sedang
Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Kegiatan

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
(Bukan Udang) Dalam Kaleng

Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng

Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya

Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya

Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

Industri Pemindangan Biota Air Lainnya

Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya

Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya

Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya

Industri pengolahan rumput laut

Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air

Lainnya

Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran

Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran

Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran

Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan
Sayuran Dalam Kaleng

Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran

Industri Tempe Kedelai

Industri Tahu Kedelai

Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-
Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe

Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati

Industri Margarine

Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Tkan




Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Sedang
Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Kegiatan

Industri Minyak Ikan

Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak
Kelapa Sawit

Industri Kopra

Industri Minyak Mentah Kelapa

Industri Minyak Goreng Kelapa

Industri Pelet Kelapa

Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)

Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel
oil)

Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit
dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit

Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak
Mentah Inti Kelapa Sawit

Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit

Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa
Sawit

Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit

Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani
Lainnya

Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim

Industri Pengolahan Es Krim

Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan
(Bukan Es Batu dan Es Balok)

Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya

Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya

Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)

Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk
Rhizoma)

Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung

Industri Makanan dan Masakan Olahan




Industri Kue Basah
Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Industri Dodol

Industri Produk Makanan Lainnya

I Kegiatan

I Industri Ransum Makanan Hewan
I Industri Konsentrat Makanan Hewan

Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi

. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan
Hasil Pertanian Lainnya

Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt

21
21
22!
22
22!
22.
22
Industri Minuman Ringan
28 | Industri Air Kemasan
29 | Industri Air Minum Isi Ulang
30 | Industri Minuman Lainnya
31 |Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya
3
3
3
3
3
3
3,
3
4
4

Industri Pengerinagn dan Pengolahan Tembakau

Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya

Industri Pemintalan Benang

Industri Pemintalan Benang Jahit

Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan
Karung Lainnya)

Industri Kain Tenun Ikat
Industri Bulu Tiruan Tenunan

Industri Penyempurnaan Benang

Industri Persiapan Serat Tekstil

8
9
0
1
2
3
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

Industri Penyempurnaan Kain

Zona Lindung

Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Budi Daya




Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Sedang
Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Kegiatan

Industri Percetakan Kain

Industri Batik

Industri Kain rajutan

Industri Kain Sulaman

Industri Bulu Tiruan Rajutan

Industri Barang jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah tangga

Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman

Industri Bantal dan Sejenisnya

Industri Barang jadi rajutan dan Sulaman

Industri yang Menghasilkan keperluan industri

Industri Non Woven (Bukan Tenunan)

Industri Kapuk

Industri Tekstil Lainnya YTDL

Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan

Industri Penggergajian Kayu

Industri Pengawetan Kayu

Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya

Industri Pengolahan Rotan

Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya

Industri Barang Bangunan dari Kayu

Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu

Industri Wadah dari Kayu




Zona Lindung Zona Budi Daya

Zona
. i Zona Perumahan (R)

Kegiatan

Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

4 | Industri barang anyaman dari rotan dan bambu

lndustri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan
Bmabu

I 6 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu bukan Mebeller

7 | Industri Alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu

8 |Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu

9 |Industri barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya YTDL
0 | Industri Pencetakan
1 |Reproduksi Media Rekaman

Industri Obat Tradisional

industri genteng dari tanah liat/keramik

mdustri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu
bata dan genteng

industri perlengkapan rumah tangga dari porselen

lndustri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya
Bukan Bahan Bangunan

Industri Semen, Kapur dan Gips

lndustri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi
lainnya

Industri batu baterai dan akumulator listrik

Industri Furnitur Dari Kayu
Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu

Industri Alat Musik Tradisional

| D [Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan UdaraDingin | [ |
| 283 [Pembangkitan Tenaga Listik [ m | 1 [ T8 | [ | 18 |
______ | 13 |
[285[DistribusiTenagaLisweik [ m [ m | m | m [ 1 [ ™ [ 1 [ 1 |
-_

gt N

Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha

Pembangk:t Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam 3

Sam Kesatuan Usaha

289 Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam
Satu Kesatuan Usaha

Dalam Satu

HH
HH

Kesatuan Usaha

_____

| 292 |Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan TenagaListrik | 18 [ 1 [ m [ ™ | 1 [ 18 |
|Aktivitas penunjang tenagalistriklainnya | m | 1 | m [ 1 [ 1 | 1 |
[PengadaanGasBio |

Pengadaan Gas

Produksi Es

| E [Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi




r

Badan
Perumahan
Kepadatan Sedang
Perumahan
Kepadatan Rendah
Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

Pariwisata
Kepadatan Tinggi

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Zona Perumahan (R)
Kegiatan

Fenampungern, Peniemian den Pemaluan A Mo --------
2, T1,T2 T3,

Penampungan dan Penyaluran Air Baku T4, B1, B2,| T4, B1, B2, T4, B1, B2, | T4, B1, B2, | T4, B1, B2,

T3,B2, | T3,B2
B3 B3

Pemulihan Material Barang Bukan Logam

Lainnva

Konstruksi
Konstruksi Gedung Hunj

Konstruksi Gedung Perkantoran

Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan

Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga

Konstruksi Gedung Lainnya

Konstruksi Bangunan Sipil Jalan _
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih

Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem

3
3
3

Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas

3
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana
Transportasi

Konstruksi Sentral Telekomunikasi
Pembuatan/Pengeboran Sumur nah

Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya

2
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan

Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan

3

333 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga
Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai

Penyiapan Lahan

nstalasi Elektronika
nstalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
nstalasi Mekanikal
324




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

353

| G |Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor

H Badan Air

356 | Perdagangan Besar Mobil Baru

Perdagangan Besar Mobil Bekas

Perdagangan Eceran Mobil Baru
Perdagangan Eceran Mobil Bekas
Reparasi Mobil

61 |Pencucuian dan Salon Mobil

Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil

Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil

364 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru

365 |Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas

Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
3 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas

Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda dan
368
Aksesorisnya

Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan
Aksesorisnva

Reparasi dan Perawatan sepeda Motor

s o<l N N N S S
Peternakan dan Pe: an

Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil
pertanian Lainnya

Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan

5 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu

Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani

Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Peternakan dan Perikanan Lainnya

Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan
Tembakau

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan
Produk YBDI

Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya
Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/
Supermarket/ Hypermarket

i i Mi T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 T1,T2,T3 | T1,T2,T3 | T1, T2, T3
Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya
Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba
(Department Store)

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya
Bukan Makanan, Mnuman atau Tembakau (Barang Barang
Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)




Zona Lindung Zona Budi Daya

Zona
. Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

H Badan Air

ﬂ—

% el s o g ) ) U
4
<
)

erdagangan Eceran Padi dan Palawija

w

88 | Perdagangan Eceran Buah Buahan

w

89 |Perdagangan Eceran Sayuran

w

90 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan

w

91 |Perdagangan Eceran hasil Perikanan

w

92 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan

n

93 [Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
394 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
395 |Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol

396 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko

397 |Perdagangan Eceran Beras

398 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan

399 |Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah

Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom

EN

01 |Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
402 |Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas

403 | (BBG), dan Liquefied Pertroleum Gas (LPG) di Sarana
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.

Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas
404 | (BBG), dan Liquefied Pertroleum Gas (LPG) Selain di Sarana
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.
405 |Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko

Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya

8 | Peralatan Eceran Piranti Lunak (Software)

09 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi

EN

10 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor

Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Vi
Toko

EN
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12 | Perdagangan Eceran Tekstil

EN
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Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
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Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
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Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi

EN
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16 | Perdagangan Eceran Kaca

Perdagangan Eceran Genteng, Batu bata, Ubin, dan
nisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
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Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
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Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen

Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu

N
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421 Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya

Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup

425 |Perdagangan Eceran Furnitur

Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan
Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan
Dapur dari Plastik

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan
Dapur dari Batu atau Tanah Liat

Perdagangan Eceran Barag Pecah Belah dan Perlengkapan
Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan
430 | Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu
atau Rotan
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Perdagangan Ecerar at Musik




Badan Air
Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah
Tangga Lainnya YTDL
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
434 |Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan

Perdagangan EceranKhusus Rekaman Musik dan Video

Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan
Anak Anak di Toko

Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari
Kertas/Karton

Perdagangan Eceran Pakaian

440 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Lainny:

441 |Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian

Perdagangan eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan
Sejenisnya

442
Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk
443 o .
Manusia di Apotik
444 Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk
Manusia Bukan di Apotik
a Perdagangan Eceran Barang dan Obat Tradisional untuk
Manusia
Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manus;
447
448

Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan

- Alat Kesehatan Untuk Manusia
Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan
di Apotik dan Bukan di Apotik

Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan
50 | Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan

at
Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lai

Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan
Bermotor
458 |Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik

erdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL

Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah

Tangga

61 Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap
Pakaian Bekas
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Perdagangan Eceran aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)

460
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Zona Lindung Zona Budi Daya

Zona
. Zona Perumahan (R)

Badan Air
Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

X

Perdagangan Eeceran Mesin lainnya dan Perlengkapannya
8 Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor
dan Perlengkapannya

4 Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan
Perlengkapannya
Perdagangan Eceran Alat Alat Pertanian
Perdagangan Eceran Alat Alat Pertukangan
4 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi
dan Palawija
4 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah
Buahan
4 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil
Sayur Sayuran
4 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil
Peternakan

9
9
9
9
9
9
9

it
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi
Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

5 Perdagangan Eceran K: d: asar Beras

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue
501 . .
Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil
Perikanan
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil
Kehutanan dan Perburuan

ima dan Los Px B

9
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4
2
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5
6
8
6
7
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50 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula
Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
50. Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe,
Tauco, dan Oncom
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan
50
dan Ikan Olahan
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan
50
Tembakau
50 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak,
Pakan Unggas, dan Pakan lkan
50! Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi
Makanan dan minuman YTDL
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal,
dan Alas Kaki Lainnya
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap
12 .
Pakaian dan Benang
13 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
14 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi
rdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat
adisional
Perdagangan Eceran Kal a dan Los Pasar Kosmet;
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan
Pemberantas Hama
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)

puy
[

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia,
Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratium dan YBDI YTDL
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ima dan Los Pasar Bar:
S
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522 |Perdagangan Eceran k: ma dan Los Pasar

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet,
523 o
Koper, Ransel dan Sejenisnya

Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan
524
Pengendara Sepeda Motor




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Keperluan Pribadi Lainnya
Elektronik
Perlengkapan Listrik

ima dan Los Pasar Bar: Pecah

H Badan Air

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah
Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat

530 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan
Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah

531 | Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu,
Tanah Liat. Kavu. Bambu atau Rotan

532 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan
Rumah Tangga Lainnya

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton
dan Barang dari Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan

Barang dari Kertas

53

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis
535 "
Menulis dan Gambar
536 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil
Pencetakan dan Penerbitan
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga
538 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi,
Alat Optik dan Perlengkapanny:

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran
Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat
Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya

Perdagangan Eceran K: dan Los Pasar Bahan Bakar
iyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar ny:

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas
Perlengkapan Rumah Tangga

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Psar Pakaian, Alas

549 | Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi
Bekas

550 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik
dan Elektronik Bekas

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas
Campuran

552 | Perdaganagn Eceran Kaki Lima dan Los Barang Lainnya

Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan,
Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat
Labratorium
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Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil,
Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi

Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang
Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur

9]
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556 Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran
Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S

Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam

Barang Lainnya

Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau

Kontrak

559 Perdagangan Eceran Keliling Komooditi Makanan dari Hasil
Pertanian

560 Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dan Minuman

atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan

Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik

dan Alat Laboratorium

Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan

Barang Keperluan Pribadi

Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan

Perlengkapan Dapur

Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak

Pelumas

Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat

565 | Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat

Fotografi dan Komputer

566 Perdagangan Eceram Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak

Anak dan Lukisan

Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los

Pasar Lainya YTDL
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Badan Air
Perumahan
Kepadatan Tinggi

Kepadatan Sedang

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Zona Perumahan (R)
Kegiatan

Pengangkutan
|Angkutan Bus Perbatasan |

Perumahan
+*| Kepadatan Rendah

@

Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus,
581
Dalam Travek
Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
D Kh Buk:

5
Dalam Travek
550

509 Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk
Penumpang

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk
Penumpang

601 |Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang

603 Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk
Penumpang

604 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk
Barang

607
611
| K [Pergudangan dan Penyimpaan [ | (| | [ | [ . | (| . r - r .t . r r  { { [ [ |

613 |Pergudangan dan Penyimpanan

Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

1
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

| L [Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan [ [ [ | ([ [ _  r r r r r { r r [ r ! {r ! | | ]

Aktivitas Terminal Darat

Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)
Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)

Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
Aktivitas Pelabuhan Perikanan

Aktivitas Pengelolaan Kapal
Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya

Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)

Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)

Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran

Aktivitas Pos
Aktivitas Kurir
629




Zona Lindung Zona Budi Daya

Zona
- Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

| M [Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Hotel Bintang

Hotel Melati

Pondok Wisata

Penginapan Remaja (Youth Hostel)

5 Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman

Apartemen Hotel
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

639 Penyediaan Akomodasi Lainnya

o
Rumah/Warung Makan

Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap T
Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya

Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu

_

Kelab Malam Atau akan
Minuman

651 |Rumah/Kedai Obat Tradisional

652 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

Informasi dan Komunikasi

rektori dan M g

an Surat Kabar, Jurnal Dan Bulet;

Aktivitas Penerbitan lainnya
Penerbitan Piranti Lunak (Software)

Pemerintah

Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi
61

Oleh Swasta

Aktmtas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh

Pemerintah

Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh

Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

77 |Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)
Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
M

H Badan Air

S

Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperlu:
686
Pertahanan Keamanan

Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL
Aktivitas Pengembangan Video game

Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui
Internet (E-Commerce)
Aktivitas Pemrograman Produksi Konten Media Imers;
Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain
Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
ﬁ Aktivitas Penyediaan Identitas Digital

Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan y:

Mengounakan Sertifikat Elektron

Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (
M Aktivitas Konsultasi Komputer dan M: men Fasilitas

00 [Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
Aktivitas Pengolahan Data

Portal Web Dan/Atau Platform Digit:
Komer:

o4
Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah
Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta
Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL

| O |Aktivitas Keuangan dan Asuransi

o
Bank Umum Konvensional

. Bank Perkreditan Rakyat
713 |Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
714 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)
715 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)
716 [Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)
Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi
Sekunder)
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer
(KSPPS Primer)

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer
(IISPPS Kanerasi Primer)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder
(KSPPS Sekunder)

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

Lembaga Keuangan Mikro Konvensional




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan
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H Badan Air

36 |Perusahaan Modal Ventura Syariah
Unit Usaha Syariah Modal Ventura
38 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah
Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Layanan Pinj Meminjam U
(Fintech P2P Lendingl Konvensional

ang Berbasis Teknologi Informasi
- Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(Fintech P2P l.endine) Svariah

7
7 Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)
7

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Aktivitas Jasa Keuangan Lainn; tdl, Bukan Asuransi dan

Asuransi Jiwa Konvensional

748 | Asuransi Jiwa Syariah
i 5
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a
64 [Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional
65 |Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
Bursa Efek

Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek

768 | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

H Badan Air

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

769 |Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)
70 | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)

71 |Lembaga Pendanaan Efek

Penyelenggara Pasar Alternaf

Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana
Berbasis Teknologi Informasi (Secus s Crowdfunding)

Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal
Lainnva

Bursa Berjangka

Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka

Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik
Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara
Pasar Fisik

Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang
dan Pasar Valuta Asing
Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan

780 |
Nilai Tukar
781 Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta

Asing Lainnya
Penjamin Emisi Efek (Underwriter)
Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)

Perusahaan Efek Daerah (PED)

ra Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Ut: dan
PPE-EBUS)
86 |Agen Perantara Pedagang Efek
. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)
Gerai Penjualan Efek Reksa Dana
89
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Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Aktivitas Konsultan Aktuari
Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
817 | Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya

18 | M

H Badan Air

Investa:

anaj
819 |Manajer Investasi Syariah

z
822 [Aktivitas Manajemen Dana Lainnya

Real Estat

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

808 Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event
Khusus

Kawasan Industri
Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

o
@
N

838 | Aktivitas Konsultasi Pajak

T e——————
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853 |Jasa Klasifikasi Kapal

Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan
854 .

Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan
5 | Analisis Dan Uji Teknis Lainnya
856 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
7 | Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
858 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran

Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi

Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan
860
dan Kehutanan

8 Penelitian Dan Pengem! an [lmu Perikanan dan Kelautan
Pene n dan Pengembangan Ketenagan: n

Teknologi Rekavasa Lainnva
864 |Penclitian Dan Pengembangan llmu Pengetahuan Sosial |
8

Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan
Humaniora Lainnva.
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No

Kegiatan

871

Periklanan

872

Penelitian Pasar

873

Jajak Pendapat Masyarakat

874

Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan

875

Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur

876

Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel

877

Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan

878

Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika

879

Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan

88|

o

Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan
Perlengkapan Laboratorium

88

—

Aktivitas Desain Pengemasan

Zona Lindung

Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Tinggi

Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan

2
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+*| Kepadatan Rendah

Zona Budi Daya




Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

tas Desain Industri Lainnya

Ak
Ak

H Badan Air
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886 |Aktivitas Desain Konten Game

887 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya

888 | Aktivitas Fotografi
88 Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan
Pemetaan

.!

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnva

Alat rekreasi dan Olahraga

Seienisnva
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Alat Pesta

Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan

Bunga Dan Tanaman Hias

Alat Musik

Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL
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Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih

Alat Transportasi Air
Alat Transvortasi Udara
Alat Transportasi Lainnva
Perekaman Gambar & Editing
Alat Bantu Teknologi Digital
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Kebutuhan MICE
dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya
Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
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Mesin Pertanian Dan Peralatannva
Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil
Kantor Dan Peralatannva

919 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin
Pert: angan dan Energi serta Peralatannya
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920 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL

Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti

Bukan Karya Hak Cipta

2
Negeri

:
Negeri

4
925
Sumber Dava Manusia

928 | Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
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Perumahan
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991 |Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
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1004| Angkatan Darat T3, Bl T3, B1 T3, B1
1005|Angkatan Udara T3, Bl T3, B1 T3, B1
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Badan Air
Pariwisata
Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Pertahanan Sipil
m Lembaga Peradilan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran

Jaminan Sosial Wajib
| S [Pendidikan

Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
Penc an Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul
Athfal /Bustanul Athfal

idikan Diniyal

T

Pendidikan Menengah Kejuruan dan T Al us
Pemerintah

037|Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas

039| satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan

NonFormal




No

Kegiatan

1063

Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara Khusus
Pendidikan Awak Pesawat

1064

Pendidikan Teknik Swasta

1065

Pendidikan Kerajinan Dan Industri

1066

Pendidikan Lainnya Swasta

1067

Kegiatan Penunjang Pendidikan

T

Dan Sosial

1068

Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

1069

Aktivitas Puskesmas

1070

Aktivitas Rumah Sakit Swasta

1071

Aktivitas Klinik Pemerintah

1072

Aktivitas Klinik Swasta

1073

Aktivitas Rumah Sakit Lainnya

1074

Aktivitas Praktik Dokter

1075

Aktivitas Praktik Dokter Spesialis

1076

Aktivitas Praktik Dokter Gigi

1077

Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga
Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi

1078

Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

1079

Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

1080

Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit
(Medical Evacuation)

1081

Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan
pemulihan kesehatan

1082

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas
Grahita

1083

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas
Laras

1084

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah
Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif
(NAPZA)

1085

Aktivitas Sosial Pemerintah di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia

1086

Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia

1087

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas
Netra,

1088

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas
Daksa

1089

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas
Rungu Wicara

1090

Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah

1091

Aktivitas Panti Asuhan Swasta

1092

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan
dengan Hukum

1093

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja

1094

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Petirahan anak

1095

Aktivitas Sosial di Dalam Panti Sosial Karya Wanita

1096

Aktivitas Sosial di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis

1097

Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL

1098

Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut
Usia Dan Penvandang Disabilitas

1099

Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia
Dan Penyandang Disabilitas

1100

Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman

1101

Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya

1102

Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL

1103

Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
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Zona Budi Daya

1104

Aktivitas Seni Pertunjukan

1105

Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
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Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
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Pelaku Kreatif Seni Musik
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Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa

1109

Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra

1110

Jurnalis Berita Independen

1111

Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya

1112

Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni
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Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
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Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya

1115

Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah

1116

Perpustakaan dan Arsip Swasta
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Museum Yang Dikelola Pemerintah

1118

Museum Yang Dikelola Swasta
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Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
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Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
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Badan Air
Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang

Perumahan
Kepadatan Rendah

Zona Lindung Zona Budi Daya
Zona
Kegiatan

Kl
1144{Klub Bela Diri
lub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga

Tinju
1146 Klub Bowling

1147|Klub Olahraga Lainnya

1148|Promotor Kegiatan Olahraga

1149| Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional

1151|Badan Regulasi Dan Liga Olahraga

1152 Aktivitas Olahraga Tradis:

1153 Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga

Taman Rekreas!

Aktivitas taman bertema atau taman hil

uran

—
o

—

—
o

o
o

62|Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya

o

— = =
o

oY o
@

li6d|WisataSelam |
1165DermagaMarina |

166|Kolam Pemancingan

Ta
169|Wisata Tirta Lainnya

Z
v

1174 Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl

n Aktivitas Jasa Lainnya

Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha

—

167|Wisata Memancing

—
o
3




Zona Lindung Zona Budi Daya

Zona Perumahan (R)

No Kegiatan

Perumahan
Kepadatan Tinggi
Perumahan
Kepadatan Sedang
Perumahan
+*| Kepadatan Rendah

2
N
A
w
A

1176| Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat.

1177| Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi

1178| Aktivitas Organisasi Buruh

1179| Aktivitas Organisasi Keagamaan

1180| Aktivitas Organisasi Politik

1181|Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL

1182|Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
1183|Reparasi Peralatan Komunikasi

1184| Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen

1185 Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan
Kebun

1186|Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit
1187|Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah

1188| Aktivitas Vermak Pakaian

1189|Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya
1190| Aktivitas Pangkas Rambut

1191] Aktivitas Salon Kecantikan

1192/ Rumah Pijat

1193| Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)

1194 Aktivitas Kebugaran Lainnya

1195| Aktivitas penatu

1196| Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI

1197| Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL T1, T3
W |Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Kerja; Al Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil
1198 -
Domestik

1199 Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang
Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang

1200 Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

X Badan Dan Badan Ekstra Int: Lai
1201

Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra
Internasional Lainnya

DIIZINKAN

TERBATAS, terdiri dari:

Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan
Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, dalam bentuk p KDB seb 10% dari ketentuan di aturan dasar.

Pembatasan Luas, dalam b k pemb luas 1 suatu k 15% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan.
Pemb skala kegi industri yang di dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil

BERSYARAT, terdiri dari:

Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur berupa lapangan parkir

Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana persampahan

Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan limbah

Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk loadi loadi dan/atau P pungan t di dalam kaveling/persil
Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau publik minimal 10% (sepuluh p ) dari luas ¥ ling/ persil

TIDAK DIIZINKAN

T4




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR..\.... TAHUN 2025

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE TAHUN 2025-
2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN

SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

‘ , . Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Pembangunan jalan inspeksi;
2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi;
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;
S)Jalur pejalan kaki/ pesepeda;
6)Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Patok batas sempadan;
2) Menyediakan papan informasi; dan
3) Menyediakan pos jaga.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 3%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,06

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku




Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 ‘

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

3) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);
5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagai prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam zub zona rimba kota;

6) Aksesibilitas untuk difabel; dan

7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok
vegetasi;
2) Pelataran parkir umum,;
3) Gerbang utama,;
4) Menyediakan papan informasi,
S) shelter/gazebo;
6) Pos pengelola dan pos keamanan; dan
7) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
o koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%
d. luas kaveling minimum -




Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 ‘

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian keliling taman kota;

2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda;

3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampabh;

7) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),
20% pohon kecil (diameter tajuk 24-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover):

8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan

9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum;
2) Shelter/gazebo
3) Gerbang utama,;
4) Menyediakan papan informasi;
5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan
6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian keliling taman kecamatan;

2) Jalur sepeda keliling taman kecamatan dan fasilitas parkir sepeda;

3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

7) Pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya,
ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;

8) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),
30% pohon kecil (diameter tajuk 24-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover).

9) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan

10) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.




Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 ‘

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum,;
2) Shelter/gazebo
3) Gerbang utama,;
4) Menyediakan papan informasi;
5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan
6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 \

1) Jalur pedestrian keliling taman kelurahan,;

2) Jalur sepeda keliling taman kelurahan dan fasilitas parkir sepeda;

3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

7) Pengembangan tutupan non hijau 10 % (sepuluh persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial
budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;;

8) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),
40% pohon kecil (diameter tajuk 24-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover); dan

9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum;
2) Shelter/gazebo
3) Gerbang utama,;
4) Menyediakan papan informasi;
5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan
6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
o koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. luas kaveling minimum -




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman,;

2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah,;

5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan

7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

sarana minimal yang meliputi:

1) Pelataran parkir umum;

2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;

3) Fasilitas kantor pemakaman; dan

4) Fasilitas keamanan Pos Jaga.

5) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.




Zona Cagar Budaya

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

f. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
g. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6
h. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 35%

[y

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

—.

II | Ketentuan Tata Bangunan

f. ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
2 lantai
g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
i. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
j. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

11 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
c. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka,;

2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

3) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah,;

4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);
5) Jalur pedestrian;

6) Aksesibilitas untuk difabel; dan

7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

d. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum;
2) Gerbang utama,;
3) Menyediakan papan informasi;

4) shelter/gazebo;




Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan
6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 3%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,06
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
2 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Prasarana minimal yang meliputi:
1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai;
2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove;
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;
5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/reservoar);
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.




b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum,;
2) Gerbang utama,;
3) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;
4) Kantor pengelola
5) Menyediakan papan informasi; dan
6) Pos jaga

Zona Badan Air
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan
rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air

d. luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

[¢]

II | Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum -
garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul dan tersedia jariangan evakuasi bencana (apabila memenuhi
syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

o lalo o




B. ZONA BUDI DAYA KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 75%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
2 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jalan tani;
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan
4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan sarana produksi pertanian perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan
anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan
2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.




Zona Perikanan dengan kode IK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki

2) Jalur sepeda;

3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

S5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

7) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
8) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:




1) Area parkir umum,;

2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;

3) Tempat ibadah;

4) Pos keamanan; dan

S5) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pariwisata dengan kode W
Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

f koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
g. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
h. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

luas kaveling minimum -

—

koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50%

—.

II | Ketentuan Tata Bangunan

f. ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai
g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
i. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
j. Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

11 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
c. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki

2) Jalur sepeda;

3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;




Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,;

Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;

Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

d. sarana minimal yang meliputi:

6)
7)
8)
9)
10)

Area parkir umum,;

Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;

Tempat ibadah;

Pos keamanan; dan

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. luas kaveling minimum 60 m?2

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

II1

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;

10) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;

11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

sarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Area parkir umum,;

Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;

Menyediakan fasilitas kesehatan;

Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

Ruang pertemuan warga;

Lapangan olahraga;

shelter angkutan umum; dan

struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum 60 m?

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,;

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3) Menyediakan fasilitas kesehatan;
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
5) Ruang pertemuan warga;
6) Lapangan olahraga;
7) shelter angkutan umum; dan
8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum 72 m?

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

sarana minimal yang meliputi:

1) Area parkir umum;

2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;

3) Menyediakan fasilitas kesehatan;

4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

5) Ruang pertemuan warga;

6) Lapangan olahraga;

7) shelter angkutan umum; dan

8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 ‘

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
4) Menyediakan fasilitas kesehatan;
5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
6) Ruang pertemuan warga;
7) Lapangan olahraga;
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
9) shelter angkutan umum; dan
10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 ‘

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1

» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija




c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
S5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;
13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
4) Menyediakan fasilitas kesehatan;
5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
6) Ruang pertemuan warga;
7) Lapangan olahraga;
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
9) shelter angkutan umum; dan
10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 ‘

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 \

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
4) Menyediakan fasilitas kesehatan;
S5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
6) Ruang pertemuan warga;
7) Lapangan olahraga;
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
9) shelter angkutan umum; dan
10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,0
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. luas kaveling minimum 60 m2 untuk fungsi hunian
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
S lantai




Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 \

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

S5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

a. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,;
2) Area bongkar muat
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
5) Menyediakan fasilitas kesehatan;
6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

7) Ruang pertemuan warga;




Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 \

8) Lapangan olahraga;

9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

10) shelter angkutan umum; dan

11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 \

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. luas kaveling minimum 60 m2untuk fungsi hunian
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
5 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;




Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 \

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;

12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum;
2) Area bongkar muat
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
S5) Menyediakan fasilitas kesehatan;
6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
7) Ruang pertemuan warga;
8) Lapangan olahraga;
9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
10) shelter angkutan umum; dan
11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,0

%

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%




d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
5 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

a. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,;
2) Area bongkar muat
3) RTNH dan atau ruang sektor informal;




4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;

5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

6) Menyediakan fasilitas kesehatan;

7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

8) Ruang pertemuan warga;

9) Lapangan olahraga;

10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi,

11) shelter angkutan umum; dan

12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
5 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

sarana minimal yang meliputi:

1) Area parkir umum;

2) Area bongkar muat

3) RTNH dan atau ruang sektor informal;

4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
6) Menyediakan fasilitas kesehatan;

7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

8) Ruang pertemuan warga;

9) Lapangan olahraga;

10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

11) shelter angkutan umum; dan

12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,0

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
5 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,;

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Area parkir umum,;

Area bongkar muat

RTNH dan atau ruang sektor informal;

Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
Menyediakan fasilitas kesehatan;

Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

Ruang pertemuan warga;

Lapangan olahraga;

10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

11) shelter angkutan umum; dan

12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
o koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1




Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

a. sarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

Area parkir umum,;

Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

shelter angkutan umum; dan

struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR |

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2) jalur keluar dan masuk kendaraan;

3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,;

4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

12) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
13) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;




Sub-Zona Transportasi dengan kode TR ‘

14) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
15) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

a. sarana minimal yang meliputi:
1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
3) Taman;
4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
5) shelter angkutan umum; dan
6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1
» Jika jalan dengan rumija < 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
S5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan,;
13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

a. sarana minimal yang meliputi:
1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
3) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

T| e

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

o

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -




d. luas kaveling minimum -

€ koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum -

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

e. | Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

b. prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;

13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. /-‘"’“ "“\

Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5 m;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

/:\/"M\\
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